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RESUME HASIL AUDIT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Kegiatan
Sasaran Kegiatan

Alamat Kantor

Nomor Izin Berusaha

Jenis lzin Usaha

SK PBPH

Luas dan Lokasi Areal
PBPH

Nomor S-PHL

Tanggal Pelaksanaan
Audit

Metode

Standar Acuan

Susunan Tim Audit

Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen

Nomor Akreditasi

Penilikan Ke-3 (Ketiga)
PT HANURATA UNIT PAPUA BARAT

Gedung Hanurata Graha JI. Kebon Sirih Raya No. 67-69 Kec.
Menteng, Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota
Adm Jakarta Pusat

9120009261716 Perubahan Ke-1 tanggal 3 Mei 2024, No.
02121 Pemanfaatan Kayu Hutan Alam

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan
Produksi

No. SK. 859/ Menhut-11/2014 tanggal 29 September 2014 Jo
No. 575/MENKLHK/ SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3
September 2021

+234.470 Hektar

Kab. Fak Fak dan Kaimana Prov. Papua Barat
011.SPHL.017 berlaku sampai dengan 15 Maret 2027

19 - 27 Februari 2025

On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH)

a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi sesuai
Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/
BPPHH/HPL.3/12/2022

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai
Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/
BPPHH/HPL.3/12/2022.

a) Ir. Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat dan VLHH Kayu) /
Ketua Tim

b) Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut. (Auditor PHL
Produksi)

c) Bayu Satria Pramana, S.Hut, (Auditor PHL Ekologi)
d) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHL Bidang Sosial)

LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

LPVI-017-IDN
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1.  LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT
1.1. DASAR

Surat tugas tim audit No. 3/017/ST/PHL-P3-HRT/02.2025 Tanggal 3 Februari 2025

Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan
penilikan ke-3 pada PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat di website SILK dan LPVI
Trustindo Prima Karya, ditayangkan tanggal 5 Februari 2025.

Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) No.
S.49/PUPH/EKU/HPL.1.2/B/02/2025 Tanggal 11 Februari 2025

Audit Plan Kegiatan Penilikan Ke-3 (Ketiga) Pada PT Hanurata Unit Papua Barat
dibuat dan disampaikan ke auditi tanggal 5 Februari 2025

a)
b)

c)

d)

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT

1.

Koordinasi dengan
instansi kehutanan di
daerah sebelum
penilaian lapangan

Rapat Konsultasi Publik

Pelaksanaan audit
lapangan
Pertemuan pembukaan

Verifikasi dokumen dan
observasi lapangan

Pertemuan Penutupan

Koordinasi dengan
instansi kehutanan di
daerah setelah penilaian
lapangan

Dilakukan dengan instansi :
a) BPHL Wilayah XVI Manokwari, tanggal 18
Februari 2025 daring dari Kota Manokwari,

b) Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, tanggal
18 Februari 2025 daring dari Kota Manokwari.

Lokasi areal PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat di
Kab. Fak Fak dan Kaimana Prov. Papua Barat

Tanggal 19 Februari 2025
Tanggal 19 s.d 25 Februari 2025 meliputi audit
pemenuhan :

1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing
untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan
Sosial; dan

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH.
Tanggal 26 Februari 2025

Dilakukan dengan instansi :

a) Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, tanggal
26 Februari 2025 daring dari Kota Manokwari —
Prov. Papua Barat

b) BPHL Wilayah XVI Manokwari, tanggal 26
Februari 2025 daring dari Kota Manokwari — Prov.
Papua Barat
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2. RESUME HASIL AUDIT

2.1. PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL :

1. ASPEK PRASYARAT

Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.1.1

Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata
Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja
TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).

Bobot

1

NILAI KINERJA

BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan
Justifikasi

a)

b)

Tersedia di lapangan dokumen SK PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat
sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK. 859/ Menhut-11/2014 tanggal 29
September 2014, Jo SK MenLHK No. 575/MENKLHK/
SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021. Izin PBPH berlaku
untuk 30 tahun tersedia lengkap dan absah dengan lampiran Peta Areal
Kerja PBPH, seluas * 234.470 Ha Hektar di Kabupaten Fak Fak Dan
Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat .

Pemancangan batas areal telah dilaksanakan sebagian dengan realisasi

sesuai dengan laporan TBT sepanjang 310,68 Km dari rencana

keseluruhan sepanjang 368,50 Km atau terealisasi sebesar 84,43%.

Dokumen administrasi tata batas sesuai tahapan kegiatan tata batasnya

sampai dengan periode audit bulan Februari 2025 dinilai lengkap, yaitu :

1. Laporan TBT No. 1060/1995: Laporan Penataan Batas Persekutuan
Areal Kerja HPH PT Hanurata Unit Papua Barat dengan PT Prabu
Alaska di Propinsi Irian Jaya

2. Laporan TBT No. 1149/1996: Laporan Penataan Batas Persekutuan
HPH PT Hanurata Unit Papua Barat dengan PT Prabu Alaska Propinsi
Irian Jaya;

3. Laporan TBT No. 1168/1996: Laporan Penataan Batas Persekutuan
Areal Kerja PT Hanurata Unit Papua Barat dengan PT Prabu Alaska,
PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya di Propinsi Irian Jaya;

4. Laporan TBT No. Kwl 006/KwlI-IRJA/1997: Laporan Penataan Batas
Persekutuan HPH PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Hutan
Lindung Teluk Kambrauw di Propinsi Irian Jaya.

5. Laporan TBT No. Kwl 010/Kwl-IRJA/1997: Laporan Penataan Batas
Persekutuan HPH PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Hutan
Lindung Teluk Kambrauw di Propinsi Irian Jaya

Terhadap sisa batas areal yang belum dilakukan pemancangan batasnya

sepanjang 57,82 Km telah disusun dokumen Rencana Penataan Batas

dan Instruksi Kerjanya sebagai berikut :

1. Rencana Penataan Batas No. 37/KUH-2/IUPHHK-HA/6/2016 tanggal

22 Juni 2016
2. Instruksi Kerja No. INST/BPKH.XVII-1/2017 tanggal 21 Februari 2017
3. Terdapat Surat Manajer Unit PT Hanurata Unit Papua Barat No.
231/HNRT-PB-KMN/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang ditujukan
kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XVII Manokwari
tentang Permohonan Arahan Pelaksanaan Tata Batas.
4. Surat Kepala BPKH Wilayah XVII Manokwari No.
S.336/BPKH.XVII/PKH/PLA.2.0/ 19/2022 tanggal 31 Oktober 2022
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perihal Penataan batas Areal PBPH An. PT Hanurata di Kab.
Kaimana

Verifier 1.1.2

Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya

Bobot

2

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

a) Realisasi pemancangan batas areal PT Hanurata Unit Papua Barat telah
dilaksanakan sebagian dengan realisasi penataan batas sesuai dengan
laporan TBT sepanjang 310,68 Km dari rencana keseluruhan sepanjang
368,50 Km atau terealisasi sebesar 84,43% sebagai berikut :

Panjang Batas (Km)

No Trayek Batas Keterangan

Rencana | Realisasi | Sisa

1 Batas Alam/

Sendiri

a. Sungai 27,68 27,68 -

b. Hutan
Negara
-HP 54,05 54,05 -
-HPK 4,43 - 443
-HL 107,56 93,61 | 13,95 Sisa yang belum

c. Batas 39,44 -| 39,44 | TBT:

Kampung Rencana No.
2 Batas 37/KUH-

Persekutuan 2/IUPHHK-
HA/6/2016 tanggal
a. PT Prabu 109,50 - | 22 Juni 2016
Alaska ITK No.
b. PT Teluk 29,44 29,44 - | INST./BPKH.XVII-
Bintuni Mina

1/ 2017 tanggal 21
Agro Karya

TBT No.
1060/1995; No.
1149/1996; No.
1168/1996; No.
Kwl 006/KwI-
IRJA/1997: No.
Kwl 010/Kwl-
IRJA/1997

105,90

Februari 2017

Jumlah 368,50 310,68 | 57,82

b) Pekerjaan pemeliharaan tata batas areal kerja PBPH pada yang telah
dilakukan pada tahun 2024 untuk batas dengan PT Teluk Bintuni Mina
Agro Karya namun tidak dibuatkan berita acara pemeliharaan batasnya.:

c) Pemeriksaan lapangan dilakukan lokasi batas yang dipelihara dan pada
batas yang berada di areal kampung (APL) dan menunjukkan
kesesuaian letak dan lokasi serta penandaannya sebagai berikut :

1) Patok Batas PBPH-HA PT Hanurata Unit Papua Barat dengan areal
APL di Ubia pada koordinat S 03° 23’ 06,9”; E 133° 24’ 08,77”;
terdapat Patok Batas konsesi yang sudah dipelihara dan Plang
Batas PBPH pada lokasi yang sesuai.

2) Patok Batas PBPH-HA PT Hanurata Unit Papua Barat dengan areal
APL di Ubia pada koordinat S 03° 17’ 59,5”; E 133° 28’ 40,4";
terdapat Patok Batas konsesi yang sudah dipelihara dan Plang
Batas PBPH pada lokasi yang sesuai.

3) Patok Batas PBPH-HA PT Hanurata Unit Papua Barat dengan PT
Teluk Bintuni Mina Agro Karya pada koordinat S 03° 06’ 45,8”; E
133° 25’ 14,3”; terdapat kegiatan pemeliharaan dengan merintis
batas dan menandai dengan cat warna merah pada pohon
sepanjang jalur batas pada lokasi yang sesuai.

Verifier 1.1.3

Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK
(Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
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Bobot 1

NILAI KINERJA Not Applicable (N/A)

Ringkasan Pada areal PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat diverifikasi tidak dijumpai
Justifikasi adanya penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema

perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik berupa
perizinan IUP perkebunan atau perizinan dari instansi lainnya.

4, Verifier 1.1.4

Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3X2=6

Ringkasan Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan
Justifikasi MR dan PIC Prasyarat diketahui bahwa pada areal PBPH PT Hanurata Unit

Papua Barat selama ini tidak terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain

dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Pada areal PT Hanurata Unit Papua Barat tidak dijumpai adanya
perizinan dan penggunaan areal kerja tanpa melalui skema
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b) Pada areal PT Hanurata Unit Papua Barat tidak dijumpai adanya
perizinan dan penggunaan kawasan hutan (PPKH) baik untuk
pertambangan, jaringan listrik dan lain-lain

c) Penguasaan lahan oleh pihak lain oleh masyarakat untuk perkebunan,
perladangan dan pemukiman diidentifikasi tidak ada di lapangan.

Areal PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat seluas £234.470 Ha masih cukup

aman dan terjaga batasnya dari kegiatan perladangan dan perambahan oleh

masyarakat di sekitar dan penguasaan oleh pihak lain sehingga penguasaan

areal kerja oleh PT Hanurata Unit Papua Barat mencapai 100%.

Nilai Kinerja
Indikator 1.1

13/15x100% = 86,67% = BAIK

Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.2.1

Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai dengan PHL

Bobot 1

NILAI BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

KINERJA

Ringkasan Perusahan telah menetapkan visi dan misi usaha pemanfaatan hutannya
Justifikasi sesuai SK Direktur PT Hanurata Unit Papua Barat Nomor :

137/KEP/DIR/C/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

Visi dan misi dinilai auditor telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan
lestari, yaitu kelestarian produksi seperti tercantum dalam Misi nomor 1 dan 3,
kelestarian ekologi seperti tercantum pada Misi nomor 1, 2, 3 dan 4,
kelestarian sosial seperti tercantum pada nomor 1 dan 3.

Visi misi telah diosialisasikan kepada Karyawan dan Mitra Kerja seperti berikut

1. BAP No. 1/BA/HNRT-KMN/VII/2024 kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi
Perusahaan PT Hanurata Unit Papua Barat kepada karyawan yang
dilaksanakan di kantor Kaimana pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024,
dengan daftar hadir sebanyak 16 orang.

2. BAP Kegiatan No. 2/BA/HNRT-KMN/VI1I/2024 kegiatan Sosialisasi Visi dan
Misi Perusahaan PT Hanurata Unit Papua Barat kepada karyawan yang
dilaksanakan di Basecamp Ubia pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024,
dengan daftar hadir sebanyak 51 orang.
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3. BAP Kegiatan No. 3/BA/HNRT-KMN/VIII/2024 kegiatan Sosialisasi Visi dan
Misi Perusahaan PT Hanurata Unit Papua Barat kepada karyawan yang
dilaksanakan di Basecamp Bahomia pada hari Selasa tanggal 20 Agustus
2024, dengan daftar hadir sebanyak 85 orang

4. BAP No. 1/BA/HNRT-KMN/1I/2025 kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi
Perusahaan PT Hanurata Unit Papua Barat kepada karyawan yang
dilaksanakan di kantor Kaimana pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025,
dengan daftar hadir sebanyak 16 orang.

5. BAP Kegiatan No. 2/BA/HNRT-KMN/II/2025 kegiatan Sosialisasi Visi dan
Misi Perusahaan PT Hanurata Unit Papua Barat kepada karyawan yang
dilaksanakan di Basecamp Ubia pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025,
dengan daftar hadir sebanyak 45 orang.

BAP Kegiatan No. 3/BA/HNRT-KMN/I1/2025 kegiatan Sosialisasi Visi dan
Misi Perusahaan PT Hanurata Unit Papua Barat kepada karyawan yang
dilaksanakan di Basecamp Bahomia pada hari Selasa tanggal 4 Februari
2025, dengan daftar hadir sebanyak 88 orang.

Visi misi telah disosialisasikan kepada Masyarakat sekitar seperti berikut

1. BAP No. 1/BA/HNRT-KMN/VII/2024 yang dilaksanakan di kantor Kaimana
pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, dengan daftar hadir sebanyak 18
orang.

2. BAP No. 1/BA/HNRT-KMN/1/2025 yang disampaikan kepada masyarakat
pemegang ulayat di areal PT Hanurata Unit Papua Barat yang
dilaksanakan di kantor Kaimana pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025,
dengan daftar hadir sebanyak 19 orang

2. | Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
Bobot 12
NILAI : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4
KINERJA
Ringkasan : | Hasil verifikasi dan penilaian di lapangan, pencapaian misi pemanfaatan hutan
Justifikasi yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut :

1) Misi Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal dengan
menerapkan prinsip kelestarian fungsi produksi, kelestarian sumberdaya
hutan dan kelestarian usaha kehutanan telah diimplementasikan di
antaranya :

a) Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan produksi
berupa RKUPH dan RKTPH yang mengacu kepada target yang
ditetapkan pada dokumen RKUPH dan RKT yang disusun.

b) Melakukan produksi kayu namun pencapaiannya masih belum
maksimal yaitu.

No Kegiatan RKT 2023 RKT 2024
Produksi Renc. Real. % Renc. Real. %

1 Blok | 15.194,08 | 11.381,15 | 75 | 15.094,93 | 6.266,63 | 42
Ubia

2 | Blokll 14.931,98 9.162,25 | 61 | 13.143,18 | 4.541,33 | 35
Baho

c) Kegiatan kelola lingkungan masih belum sepenuhnya
diimplementasikan dengan ketersediaan SDM yang masih kurang
serta sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan
yang masih kurang.

Implementasi misi 1 dinilai telah dilaksanakan, namun perlu ditingkatkan

berupa peningkatan kelola lingkungan, pengelolaan kawasan lindung,

optimalisasi pemanenan kayu (bobot nilai 0,7x25%=17,5%)
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2)

4)

Misi Mewujudkan stabilitas ekosistem hutan untuk kelestarian fungsi
ekologi sebagai penyangga kehidupan dengan mempertimbangkan
kapasitas produksi optimum dalam pemanfaatan hutan, telah
diimplementasikan di antaranya dengan melakukan menyusun rencana
dan merealisasikan kegiatan penebangan sesuai etat luas maupun etat
volume. Namun untuk kegiatan kelola lingkungan masih belum
sepenuhnya diimplementasikan dengan ketersediaan SDM yang masih
kurang serta sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan
yang masih kurang.

Implementasi misi 2 dinilai telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan
berupa pemenuhan tenaga profesional kehutanan dan tenaga kelola
lingkungan termasuk tenaga perlindungan dan pengamanan hutan
beserta peningkatan kompetensinya. Pemenuhan penyediaan Sarana dan
Prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan ketentuan
pada seluruh areal, kegiatan pengelolaan kawasan lindung, dan lainnya
(bobot nilai 0,7x25%=17,5%)

Misi Mewujudkan terjaminnya fungsi manfaat hutan bagi masyarakat dan
negara secara berkelanjutan lintas generasi, telah diimplementasikan di
antaranya dengan merealisasikan produksi pemanenan kayu dan
memenuhan kewajiban atas PNBP berupa pembayaran PSDH dan DR
serta pembayaran pajak lainnya kepada pemerintah dan telah melakukan
penyusunan rencana kelola sosial berupa CD dan CSR kepada
masyarakat sekitar dengan realisasi peningkatan ekonomi masyarakat
yang dinilai masih di barah 50% (34%).

Implementasi misi 3 dinilai telah direalisasikan walaupun perlu
ditingkatkan pada waktu yang akan datang. (bobot nilai 0,7x25%=17,5%).
Misi membangun industri kehutanan yang berwawasan lingkungan
diimplementasikan dengan pembangunan industri sawmill dengan fasilitas
yang cukup lengkap dan memadai di Km 3 Bahomia, namun masih belum
beroperasi. Pengiriman kayu yang diproduksi saat ini masih dipasarkan ke
industri kayu di Surabaya.

Implementasi misi 3 dinilai telah direalisasikan walaupun diharapkan
industri sawmill yang sudah dibangun agar segera dapat beroperasi
sehingga berdampal positif kepada masyarakat sekitar. (bobot nilai
0,8x25%=20,0%).

Jumlah prosentase penilaian implementasi visi dan misi sebesar 72,5%

Nilai Kinerja
Indikator 1.2

7/9x100% = 77,78% = SEDANG

Indikator 1.3 :

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan

pengelolaan hutan lestari.

1. Verifier 1.3.1

Ketersediaanorganisasi pengelolaan hutan yang menjamin
terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki struktur organisasi
Justifikasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direktur

dengan keputusan No. 080/KEP/DIR/A/I/2020 tanggal 18 Februari 2020

Manajer Unit PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat No. 4/HNRT-PB-
KMN/SK.MU/VI1/2023.
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b) Selama periode audit di lapangan telah mengalami beberapa
perkembangan organisasi dan penetapan kembali Struktur Organisasi
sesuai dengan keputusan Manager Unit No. 1/HNRT-PB-
KMN/SK.MU/11/2025 tanggal 3 Februari 2025. SK Struktur Organisasi PT
Hanurata Unit Papua Barat dilampiri dengan Bagan Struktur Organisasi
dan Job Description atau uraian tugas pada masing-masing jabatannya

c) PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki struktur organisasi dan job
description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh
Direksi dengan pengisian personil tenaga profesional dan GANISPH
yang mencukupi

2. Verifier 1.3.2

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan,
tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan

Bobot 2

NILAI KINERJA BURUK/ Nilai Aktual : 1x2=2

Ringkasan Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Hanurata Unit Papua
Justifikasi Barat sampai dengan saat audit bulan Februari 2025 :

1) Sarjana Kehutanan :

- Total dimiliki saat ini 9 (sembilan) orang.

- Bertugas di lapangan sejumlah 9 (sembilan) orang dengan
penempatan tersebar di bagian operasional lapangan seperti
Manager Unit, Kabid Pemanfaatan Hutan, Kasi PWH, Kabid Tata
Hutan, Asman Tata Hutan, Asman Pemanfaatan Hutan, Asman Unit
Pengawasan, Pemasaran, dan Administrasi Umum.

2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :

- Total dimiliki saat ini 0 (nol) orang.

- Bertugas di lapangan sejumlah 0 (nol) orang.

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) :

MLAH i
No. | GANISPH Ju __ Bidang Penugasan
RKUPH | Keperluan | Realisasi di Lapangan
1. | Kurpet 1 2 2 Pengukuran dan
Pemetaan
2. | Canhut 8 4 2 Inventarisasi dan
Perencanaan
3. Binhut 10 8 1 Keling, Kesos 2 Blok
4. | Nenhut 5 4 2 Pemanenan Kayu 2
Blok
5. | PKB 10 8 3 P2LHP; P2SKSHHK;
P3KB
Jumlah 34 26 10 30%

4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang
diberikan, untuk GANISPH tersedia, meliputi :
a. Sertifikat Pelatihan;
b. Sertifikat Uji Kompetensi GANISPH;
c. Kartu/ SIM GANISPH;
d. SK Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XVI dan
e. SK Penempatan Direksi dari SIGANISHUT

3. Verifier 1.3.3

Peningkatan kompetensi SDM

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis
Justifikasi Kehutanan, termasuk untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT Hanurata

Unit Papua Barat dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara
periodik per tahun.
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b) Pelaksanaan pelatihan pada 2 (dua) tahun terakhir :

1) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada
tahun 2023 PT Hanurata Unit Papua Barat terealisasi sebanyak 6
orang dari 16 orang yang direncanakan atau sebesar 37,5% dan
sebanyak 2 judul pelatihan dari rencana sebanyak 8 judul
pelatihan.

2) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada
tahun 2024 PT Hanurata Unit Papua Barat terealisasi sebanyak 16
orang dari 11 orang yang direncanakan atau sebesar 145,5% pada
4 judul pelatihan dari rencana sebanyak 6 judul pelatihan. Namun
demikian realisasi pelatihan sebagian besar dilaksanakan dari judul
pelatihan yang tidak direncanakan.

c) Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan
(Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga
teknis lain) dan bidang lainnya di PT Hanurata Unit Papua Barat tahun
2023 sebesar 37,5% dan tahun 2024 sebesar 145,5% atau rata-rata
sebesar 91,5%, namun pelatihan yang direncanakan sebagian besar
tidak direalisasikan dan yang direalisasikan sebagian besar tidak masuk
dalam perencanaannya.

d) Terdapat lengkap dokumen bukti pelaksanaan pelatihan berupa, materi
pelatihan, dan sertifikat.

4, Verifier 1.3.4

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang
kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan
tenaga lain)

Bobot 1
NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3
Ringkasan Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya
Justifikasi merupakan tenaga tetap PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat dan :
- Memiliki SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap;
- Tercatat dalam Daftar Karyawan yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga
Kerja;
- Tercatat dalam pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan; dan
- Terpelihara dokumen legalitas dan pemenuhan sebagian persyaratan
kompetensinya, seperti sebagian sertifikat pelatihan, Kartu GANISPH,
Persetujuan Penugasan, SK Penempatan GANISPH, dan sebagian
Sertifikat Uji Kompetensi
Nilai Kinerja 15/21x100% = 71,43% = SEDANG
Indikator 1.3

Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan
Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P

emegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.4.1

Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah membangun dan memilki sistem
Justifikasi informasi berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen,

dan telah beroperasional secara efekti, meliputi :

1) Ketersediaan perangkat Sistem Informasi seperti peralatan komputer,
laptop, Telepon Seluler, Modem, dan radio komunikasi untuk
kepentingan komunikasi dan pengiriman informasi, data, pengolahan
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data, penyusunan dan pembuatan laporan baik internal maupun
pelaporan eksternal.

2) Keberadaan jaringan internet di basecamp, di Camp Produksi, dan di
Logpond serta pada beberapa tempat di areal PT HANURATA UNIT
PAPUA BARAT, untuk kepentingan komunikasi, pengiriman data dan
informasi serta laporan

3) Keberadaan Operator pada masing-masing peralatan komunikasi yang
bertugas untuk menerima dan mengirimkan dan mengolah data dan
informasi dan menyajikannya menjadi laporan yang siap digunakan.

4) Penggunaan aplikasi sistem komunikasi dan grup komunikasi yang
dijadikan sarana untuk berbagi data dan informasi lainnya.

2. Verifier 1.4.2

Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan Organisasi Internal Audit atau Internal Audit PT Hanurata Unit Papua Barat
Justifikasi ditunjuk tersendiri dan terpisah dari struktur organisasi dan mengatur serta

bertanggungjawab atas kegiatan monitoring an evaluasi kegiatan
operasional dan non operasional pada PT Hanurata Unit Papua Barat.

Personil SPI atau Internal Audit yang bertanggungjawab untuk menjalankan
monitoring dan evaluasi organisasi PT Hanurata Unit Papua Barat telah
ditunjuk sesuai dengan keputusan Direksi No 470/SKEP/DIR/A/IX/2017
tanggal 12 September 2017 tentang Penugasan Karyawan atas nama A.
Hamid sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal PT Hanurata Unit Papua
Barat. Jabatan Satuan Pengawas Internal PT Hanurata Unit Papua Barat
langsung bertanggungjawab kepada Direksi dan melaporkan hasil audit
internal kepada Direksi.

Pada periode audit penilikan ke-3 S-PHL PT Hanurata Unit Papua Barat
diverifikasi bahwa SPI PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan
kegiatan monitoring dan evaluasi dengan menyampaikan permintaan
kepada bagian operasional untuk melakukan persiapan atas adanya
kegiatan penilikan kinerja PHL di awal tahun 2025 dan progress kegiatan
penataan batas, rasionalisasi personil dan rencana PHK karyawan serta
pencapaian target RKAP 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan SPI diketahui bahwa Tim SPI
PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan kegiatan monitoring dan
evaluasi selama periode audit namun dinilai masih belum efektif
menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan penglolaan hutan lestari dan
masih berfokus kepada implementasi penurunan kegiatan operasional dan
rasionalisasi serta restrukturisasi personil dan pencapaian RKAP

3. Verifier 1.4.3

Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring
dan evaluasi.

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuannya pada saat audit
Justifikasi diverifikasi telah ditindaklanjuti namun belum seluruh temuan SPI telah

diselesaikan. Dengan demikian diketahui bahwa tindakan penyelesaian

sebagai tindak lanjut dari temuan SPI telah dilaksanakan namun belum

seluruhnya diselesaikan dengan baik.

1. Terdapat surat dari Manager Unit No. 3/HNRT-PB-KMN/I/2025 tanggal
20 Januari 2025 perihal Progress Permintaan Tindakan Perbaikan
(CAR’s) yang menyatakan bahwa pencapaian tindak lanjut CAR’s masih
belum dapat dilakukan sesuai rencana dan akan dilakukan secara
bertahap.
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2. Terdapat surat dari Manager Unit No. 666/HNRT-PB-KMN/X/2024

tanggal 16 Oktober 2024 perihal Penyelesaian Tata Batas di mana
pelaksanaan tata batas belum dapat direalisasikan tahun ini akibat dari
rasionalisasi dan akan ditindaklanjuti kembali selambat-lambatnya bulan
Oktober 2025.

Terdapat surat dari Manager Unit No. 521/HNRT-PB-KMN/VII/2024
tanggal 1 Juli 2024 perihal Pencapaian Target RKAP 2024 yang
menyatakan bahwa pada bulan Juli 2024 baru memulai kembali
operasional camp dengan mendatangkan SDM meskipun belum optimal.

Terdapat surat dari Manager Unit No. 25/HNRT-PB-KMN/I1/2024 tanggal
12 Februari 2024 tentang Pemberitahuan PHK Karyawan di mana jumlah
yang diberhentikan sebanyak 269 orang di kedua camp. Penyelesaian
hak-hak karyawan dilaksanakan paling lambat tanggal 29 Februari 2024.
Terhadap GANISPH terdapat 3 (tiga) orang yang diberhentikan yaitu
GanisPH Kurpet berkinerja buruk, GanisPH Binhut yang tidak bersedia
bekerja kembali dan GanisPH Canhut. Pemanggilan karyawan baru
direncanakan sebelum adanya kegiatan operasional yang diperkirakan
bulan Juni 2024

4, Verifier 1.4.4

Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

Bobot

2

NILAI KINERJA

BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan
Justifikasi

a)

b)

PT Hanurata Unit Papua Barat telah menunjuk personel / kelompok
personel sebagai operator atau tenaga pelaksana sistem informasi milik
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi
lainya, berdasarkan SK Manager Unit No. 12/HNRT-PB-
KMN/SK.MU/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dan No. 3/HNRT-PB-
KMN/SK.MU/11/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut :

No. Nama Sistem Informasi Tenaga Pelaksana

1 SIPASHUT, SIPUHH dan Leo Tukan, S.Hut.
SIPNBP, SIPONGI, dan
SIGANISHUT, SIMPEL

1 SIM Bidang Keuangan Juliet E.C. Kamarea
2 SIM SIPP-BPJSTK Selfina Madiadi

3 SIM WLKP Christin Protesya
Sawaki

Berdasarkan hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan
SIM yang dilakukan oleh PT Hanurata Unit papua barat menunjukkan
bahwa kewajiban pelaporan pada SIM Kementarian LHK diverifikasi
telah patuh dilaporkan tepat waktu setiap bulannya khususnya untuk
pelaporan SIPUHH dan SIPNBP, SIPASHUT dan SIGANISHUT, dan
SIPONGI, namun untuk SIMPEL belum aktif melakukan pelaporan RKL
RPL dan Pengelolaan Limbah melalui SIMPEL SPEED..

Nilai Kinerja
Indikator 1.4

18/21x100% = 85,71% = BAIK

Halaman 11 dari 72




¢/ VKAN

\‘ O VI017IDN F1-02.15 Rev.1

Trustinde Certification

Indikator 1.5 :
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
1. Verifier 1.5.1 : | Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman,
(Bobot: 2) keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
Bobot 12
NILAI KINERJA | : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan : | Selama periode audit tahun 2023 - 2024, PBPH PT Hanurata Unit Papua
Justifikasi Barat telah menyusun dan menetapkan RKT, masing-masing untuk tahun

2024 dan 2025 sebagai berikut :

a) RKT Tahun 2024, telah disahkan sesuai dengan keputusan Direktur
Utama PT Hanurata Unit Papua Barat No.
500/SKEP/DIR/A/RKT/HNT.PB/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023.

b) RKT Tahun 2025, telah disahkan sesuai dengan keputusan Direktur
Utama PT Hanurata Unit Papua Barat No.
573/SKEP/DIR/A/RKT/HNT.PB/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024:

Terdapat desa binaan yang terdampak kegiatan operasional RKT PT

Hanurata Unit Papua Barat yaitu Desa Rauna, Bahomia, Werafuta, dan Ubia

Sermuku Distrik Kambrauw serta Desa Tairu Distrik Buruway.

PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan kegiatan Padiatapa berupa

sosialisasi pelaksanaan RKT kepada masyarakat di desa binaan, namun

belum seluruhnya dengan dokumentasi sebagai berikut

a) BAP No. 1/BA/HNRT-KMN/VI1/2024 kegiatan padiatapa terkait visi misi,
pelaksanaan RKT, kawasan lindung dan kegiatan operasional lainnya PT
Hanurata Unit Papua Barat yang disampaikan kepada masyarakat
pemegang ulayat di areal PT Hanurata Unit Papua Barat yang
dilaksanakan di kantor Kaimana pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024,
dengan daftar hadir sebanyak 18 orang dari berbagai marga dan
petuanan.

b) BAP No. 1/BA/HNRT-KMN/I/2025 kegiatan padiatapa terkait visi misi
perusahaan,pelaksanaan RKT, kawasan lindung dan kegiatan
operasional lainnya PT Hanurata Unit Papua Barat yang disampaikan
kepada masyarakat pemegang ulayat di areal PT Hanurata Unit Papua
Barat yang dilaksanakan di kantor Kaimana pada hari Senin tanggal 20
Januari 2025, dengan daftar hadir sebanyak 19 orang dari berbagai
marga dan petuanan

2. Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
Bobot 1
NILAI KINERJA | : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan : | RKTPH PT PHK telah mendapat persetujuan dan pengesahan secara self
Justifikasi approval oleh Direksi sesuai dengan dokumen SK RKT dan persetujuan

melalui aplikasi SIPASHUT seperti dokumen pada verifier 1.5.1.

Di dalam areal RKT yang dikerjakan terdapat lokasi yang ditetapkan sebagai
kawasan dilindungi baik yang berbatasan dengan blok RKT maupun yang
berada di dalam blok RKT berupa Sempadan Sungai Gusawi, Kawasan
Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Kebun Benih.

Keberadaan kawasan lindung dalam RKT berjalan telah disosialisasikan dan
mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar dengan bukti dokumen
kegiatan sosialisasi RKT yang telah dilaksanakan pada setiap RKT berjalan
seperti dokumen pada verifier 1.5.1.

Namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan menyeluruh kepada seluruh
desa binaan dan seluruh marga di desa terdampak setiap tahunnya dan
sebagian pelaksanaannya tidak dilakukan di awal kegiatan RKT
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Nilai Kinerja 6/9x100% = 66,67% = SEDANG

Indikator 1.5

2. ASPEK PRODUKSI

Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1. Verifier 2.1.1

Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui
oleh pejabat yang berwenang.

Bobot 1

NILAI SEDANG

KINERJA

Ringkasan a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen
Justifikasi RKUPH periode berjalan tahun 2022 - 2031 yang telah disahkan

oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari a.n Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8779/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, tersedia
lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK
Pengesahannya.

b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit
bulan Februari 2025 belum pernah dilakukan revisi

c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Hanurata
Unit Papua Barat telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik
dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis
usaha pemanfaatan yang dikembangkan

d) Dokumen RKUPH Tahun 2022 — 2031 belum memuat rencana Multi
Usaha Kehutanan (MUK) sehingga belum sesuai dengan ketentuan
Pasal 49 PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Pemanfaatan
Hutan oleh PBPH pada Hutan produksi dilakukan dengan Multi
Usaha Kehutanan

2. Verifier 2.1.2

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan
rencana jangka panjang.

Bobot 2

NILAI SEDANG

KINERJA

Ringkasan a) Penataan areal kerja PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat sesuia
Justifikasi RKUPH yang disahkan, meliputi :

1) Areal kawasan yang dilindungi : 29.984 Ha, terdiri dari :
a. Bufferzone Hutan Lindung : 5.980 Ha
b. KPPN: 1.424 Ha
c. Kawasan Konservasi Insitu :
Bufferzone Hutan Mangrove & Hutan Rawa : 3.162 Ha
Hutan Mangrove : 3.733 Ha
Hutan Rawa : 3.711 Ha
d. Sempadan Sungai: 10.069 Ha
e. Kebun Benih : 1.205 Ha
f. Petak Ukur Permanen : 700 Ha
2) Areal Produksi : 204.486 Ha, terdiri dari :
a. Hutan Alam:
Hutan Primer : 13.855 Ha
Hutan Sekunder : 189.375 Ha
Non Hutan : 113 Ha
b. Sarana Prasarana: 654 Ha
c. Areal Penggunaan Lain : 489 Ha
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b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha
pemanfaatan hutan yang dikembangkan :

1) RKT Tahun 2024 Blok |

No. | Jenis Usaha Luas (Hektar) Letak
Pemanfaatan RKU | RKT | RKU | RKT
Hutan
1. | Kayu Hutan Alam 3.615 6.915 Xl Xlil, Xil
52,28 % Sebagian Sesuai
2) RKT Tahun 2024 Blok I
No. | Jenis Usaha Luas (Hektar) Letak
Eﬁft*;i”faata” RKU RKT | RKU | RKT
1. | Kayu Hutan Alam 3.302 5.988 Xl X, Xl
55,14 % Sebagian Sesuai
3) RKT Tahun 2025 Blok |
No. | Jenis Usaha Luas (Hektar) Letak
ﬁiginfaata” RKU RKT | RKU | RKT
1. | Kayu Hutan Alam 3.328 6.942 XV XIv,
Xl
47,94 % Sebagian Sesuai

4) RKT Tahun 2025 Blok Il

No. | Jenis Usaha Luas (Hektar) Letak
Pemanfaatan RKU RKT RKU | RKT
Hutan

1. Kayu Hutan Alam 3.025 6.327 XV X1V,

XM
47,81 % Sebagian Sesuai

Berdasarkan data di atas, sebagian letak penataan areal kerja blok
RKT sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang dengan rata-
rata tingkat kesesuaian luas sebesar 50,79 % (> 50 % s.d 90 %).

3. Verifier 2.1.3

Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas
Sampling 5%).

Bobot 1

NILAI SEDANG

KINERJA

Ringkasan Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap
Justifikasi unit usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan

lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :
1) RKT Tahun 2024 Blok | (Ubia)
Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam :

Titik Koordinat : S 3° 14” 30.424”, E 133" 15’ 47.849”
Penandaan di lapangan telah dibuat dan terlihat dengan
jelas seluruhnya meliputi pemasangan plang RKT 2024,
identitas petak, batas blok RKT dan batas petak

2) RKT Tahun 2024 Blok Il (Bahomia)

Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam :

Titik Koordinat : S 3° 9” 38.219”, E 133 24’ 29.607”
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3)

4)

Penandaan di lapangan telah dibuat dan terlihat dengan
jelas seluruhnya meliputi pemasangan plang RKT 2024,
identitas petak, batas blok RKT dan batas petak

RKT Tahun 2025 Blok | (Ubia)

Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam :
Titik Koordinat : S 3° 26” 54.902”, E 133" 18’ 48.019”
Penandaan di lapangan terlihat dengan jelas meliputi
pemasangan plang RKT 2025, identitas petak dan patok
batas blok RKT, namun demikian penandaan baru dibuat
pada sebagian petak kerja di lapangan

RKT Tahun 2025 Blok Il (Bahomia)

Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam :
Titik Koordinat : S 3° 5” 49.998”, E 133" 22’ 47.850”
Penandaan di lapangan terlihat dengan jelas meliputi
pemasangan plang RKT 2025, identitas petak dan patok
batas blok RKT, namun demikian penandaan baru dibuat
pada sebagian petak kerja di lapangan

Nilai Kinerja
Indikator 2.1

8/12 X 100% = 66,67% = SEDANG

Indikator 2.2 :

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan,

dan/atau jasa lingkungan

1. Verifier 2.2.1

Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/
jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.

b)

c)

d)

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK

Ringkasan a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memilki data potensi
Justifikasi untuk setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya,

berupa :
No. Jenis Usaha Sumber Data Potensi
1. Pemanfaatan Hasil a) IHMB
Hutan Kayu Alam b) LHC

Dokumen IHMB lengkap, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya,
serta telah dinyatakan sesuai dan dapat dipergunakan sebagai dasar
penyusunan RKUPHHK-HA 10 (sepuluh) tahun yang berbasis IHMB
sebagaimana yang tercantum dalam surat pertimbangna teknis hasil
IHMB dari BPHP Wilayah XVI Manokwari Nomor S.37/VI/BPHP.XVI-
2/2/2021 tanggal 1 Februari 2021

PT Hanurata Unit Papua Barat telah melaksanakan kegiatan ITSP
setiap tahunnya. Tersedia dokumen ITSP / Cruising selama periode
audit dan telah dilengkapi dengan peta sebaran pohoh serta telah
sesuai dengan hasil uji petik di lapangan

Berdasarkan LHC dan RKT yang diterbitkan, terdapat kesesuaian
rencana pemanfaatan dengan data potensinya dengan rincian
sebagai berikut :

RKT Rencana Produksi TPTI Data Potensi 40 Up
N Vol (m?) Jenis N Vol (m?®) Jenis
2024 | 2.898 | 15.094,93 | Merbau | 3.645 | 23.084,67 | Merbau

Blok
I
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2024 | 4.137 | 13.143,18 | Merbau | 5.189 | 20.575,97 | Merbau
Blok
Il
2025 | 2.212 | 10.027,81 | Merbau | 2.796 | 16.634,55 | Merbau
Blok
|
2025 | 3.977 | 13.028,42 | Merbau | 5.001 | 20.513,52 | Merbau
Blok
Il

Rencana pemanfaatan tidak melebihi data potensinya

2. Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan

usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.

Bobot 12
NILAI KINERJA | : | SEDANG
Ringkasan a) PT Hanurata Unit Papua Barat menerapkan sistem silvikultur tebang

Justifikasi pilih tanam indonesia (TPTI) dengan jenis kegiatan usaha berupa

pemanfaatan hasil hutan kayu alam.

b) Untuk mengetahui daya dukung hasil hutan kayu alamnya, PT
Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan pengukuran pada Petak
Ukur Permanen (PUP) untuk mendapatkan data pertumbuhan riap
tegakan serta volume jatah tebang tahunannya.

c) PUP berada di petak tebangan V73, total PUP yang dibuat ada 6 PUP
dengan total luas areal PUP 24 Ha dan telah dilakukan sebanyak 3
(tiga) kali pengukuran.

d) Berdasarkan observasi di lapangan dan verifikasi dokumen, PT
Hanurata Unit Papua Barat dalam menentukan target tebangan
tahunan didasarkan pada hasil inventarisasi tegakan sebelum
penebangan.

e) Penentuan etat volume / JTT sebagaimana tercantum dalam RKUPH
Periode 2022 — 2031 dan RKT belum memanfaatkan data analisis riap
dari PUP yang telah dibuat.

Nilai Kinerja
Indikator 2.2

7/9x100% = 77,78 % = SEDANG

Indikator 2.3 :
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

Verifier Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan

2.3.1 hutan.

Bobot 1

NILAI BAIK

KINERJA

Ting‘;isaﬂ PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat melaksanakan usaha pemanfaatan hutan
ustifikasi

menggunakan sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia (TPTI). Dalam
rangka pelaksanaan sistem silvikultur tersebut, perusahaan telah menyusun SOP
untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. SOP TPTI PT Hanurata Unit
Papua Barat secara umum SOP TPTI PT Hanurata Unit Papua Barat telah
mengacu dan memuat ketentuan / prinsip / pedoman yang tercantum dalam
PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan standar acuan terkait lainnya.
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Tahap
Kegiatan Judul SOP
TPTI

Penataan Penataan Areal Kerja, No. Dok. HNT/PL/446.04a

Areal Kerja Rev. 2 Tgl 1 April 2022

ITSP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP),
No. Dok. HNT/PL/446.05 Rev. 03 Tgl 1 April 2022

PWH Pembukaan Wilayah Hutan, No. Dok.
HNT/PL/446.07 Rev. 02 Tgl 1 April 2022

Pemanenan Produksi, No. Dok. HNT/PL/446.09a Rev. 02 Tgl 01
April 2022

Penanaman Penanaman dan Pemeliharaan, No. Dok.

dan HNT/PL/446.17 Rev. 02 Tgl 01 April 2022

Pemeliharaan | gjy\ikuitur Intensif (SILIN), No. Dok.

Tanaman HNT/PL/446.19a Rev. 0 Tgl 1 April 2022

Pengayaan

Pembebasan | Pembebasan Pohon Binaan, No. Dok.

Pohon HNT/PL/446.13 Rev. 02 Tgl 01 April 2022

Binaan

Perlindungan | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan,

dan No. Dok. HNT/PL/446.32 Rev. 02 Tgl 01 April 2022

Pengamanan Pencegahan dan Pengendalian Pembalakan Liar,

Hutan No. Dok. HNT/PL/446.36 Rev. 02 Tgl 01 April 2023
Pencegahan dan Pengendalian Perambahan dan
Perladangan Berpindah, No. Dok. HNT/PL/446.34
Rev. 02 tgl 01 April 2022
Pecegahan dan Pengendalian Hama dan Penyakit
Tanaman Kehutanan, No. Dok. HNT/PL/446.33 Rev.
02 tgl 01 April 2022

2. | Verifier Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan
2.3.2 hutan.
Bobot 2
NILAI SEDANG
KINERJA
Ringkasan Implementasi SOP tahapan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan
Justifikasi

PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat secara umum telah sesuai antara isi dalam
SOP dengan pelaksanaannya di lapangan, namun demikian masih ditemukan
beberapa implementasi di lapangan yang belum sepenuhnya sesuai yaitu :

Penataan Areal Kerja : PAK RKT 2025 baru sebagian dilaksanakan di

lapangan.

PWH : kegiatan PWH maupun pemeliharaan jalan pada RKT Tahun berjalan
(2025) belum dilaksanakan secara optimal sesuai tata waktunya

Pemanenan : terdapat sebagian jalan sarad dengan lebar melebihi ketentuan
(> 4m), sebagian pohon di kiri kanan jalan sarad rusak akibat kegiatan
penyaradan serta sebagian operator pemanenan tidak menggunakan APD
yang lengkap sesuai ketentuan

Penanaman : Telah dilakukan kegiatan penanaman pada sebagian areal
bekas TPn, bekas jalan sarad, kanan kiri jalan dan penanaman SILIN dengan
pola jalur
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Pembebasan Pohon Binaan : Kegiatan pembebasan pohon binaan belum
dilaksanakan di lapangan

Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Tersedia 4 ( empat ) regu dalkarhutla
namun belum mengikuti pelatihan dari instansi yang berwenang, Sarana
prasarana dalkarhutla belum mencukupi sesuai ketentuan

3. | Verifier : | Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam

2.3.3 menjamin kelestarian hutan.

Bobot 2

KINERJA

NILAI : | SEDANG

Ringkasan a)
Justifikasi

b)

Selama periode audit PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan
kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang
dimanfaatkannya

Rencana dan realisasi penanaman periode tahun 2023 dan 2024
berdasarkan RKT / informasi yang termuat di sipashut meliputi RKT 2023
Blok | & Il dan RKT 2024 Blok | & Il adalah sebagai berikut :

Rencana (Ha) Realisasi (Ha) Persen

Wl m v |Vv |Total| 1| 0 | m|wv|V]|Tota| (%)

250 (117 |68 | 20 | 455 | O | 250 | 100 | 68 | 20 | 438 | 96,26

250 (108 | 2 |20 | 380 | O | 225|108 | 2 | 20| 355 | 93,42

250 (100 | 2 |20 | 392 | 20| 250 | 94 | 2 | 20| 386 | 98,47

250 (109 | 3 |20 | 382 | 0 | 215|102 | 6 | 20| 343 | 89,79

Rata-rata pencapaian 94,49

Keterangan : | = Pengayaan, Il = SILIN, lll = Rehabilitasi, IV = Tanah Kosong,
V = Kanan Kiri Jalan

Berdasarkan data di atas, realisasi penanaman menunjukkan nilai
pencapaian yang tinggi, lebih dari > 80 % dari luas penanaman yang
direncanakan. Namun demikian, berdasarkan observasi di lapangan pada
lokasi penanaman SILIN, luas realisasi penanaman di lapangan tidak sebesar
luas realisasi penanaman yang dilaporkan.

Nilai Kinerja | : | 11/
Indikator 2.3

15X 100% = 73,33 % = SEDANG

Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1. Verifier 2.4.1

Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam
usaha pemanfaatan hutan.

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK

Ringkasan a) PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki prosedur penerapan
Justifikasi

teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya
yaitu : SOP Reduced Impact Logging, No. Dok. HNT/PL/446.09B Rev.
2 tanggal 1 April 2022

b) Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan PT Hanurata Unit
Papua Barat memuat prosedur antara lain : pembuatan peta rencana
operasional pemanenan kayu, penetapan lokasi TPn, pembuatan
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trase jalan sarad, tahapan kegiatan pemanenan kayu tumbuh alami,
pembukaan jalan sarad, penebangan, penyaradan, pembagian
batang, penutupan jalan sarad dan penutupan TPn

c) Hasil telaah kesesuaian isi prosedur penerapan teknologi ramah
lingkungan yang dimiliki PT Hanurata Unit Papua Barat menunjukkan
bahwa prosedur telah memuat ketentuan-ketentuan seperti yang
tercantum dalam Lampiran XIV PermenLHK No. 8 tahun 2021 terkait
pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah /
reduced impact logging.

2. Verifier 2.4.2

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan
hutan.

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG

Ringkasan a) PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki prosedur penerapan
Justifikasi

teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya

b) Hasil observasi di lapangan khususnya terhadap kegiatan usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu alam, beberapa implementasi
penerapan teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan antara
lain :
- pembuatan peta sebaran pohon yang akan ditebang
- pemilihan lokasi TPn yang datar dan bebas genangan
- tidak meninggalkan limbah B3 / tidak ada tumpahan oli di petak

kerja.

c) Terdapat implementasi di lapangan yang belum sesuai dengan

prinsip pembalakan ramah lingkungan yaitu :

- sebagian operator penebangan tidak menggunakan APD yang
lengkap sesuai ketentuan

- terdapat sebagian jalan sarad dengan lebar melebihi ketentuan
(> 4m)

- sebagian pohon di kiri kanan jalan sarad rusak akibat kegiatan
penyaradan

- penaman baru dilakukan pada sebagian bekas lokasi TPn

- pembuatan sudetan hanya dilakukan pada sebagian bekas jalan
sarad yang curam.

3. Verifier 2.4.3

Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG

Ringkasan a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat menjalankan kegiatan usaha
Justifikasi

pemanfaatan hasil hutan kayu alam
b) Selama periode tahun 2023 dan 2024, telah dilakukan pengukuran
kerusakan tegakan tinggal selama RKT berjalan meliputi pengukuran
di Blok | Ubia dan Blok Il Bahomia
c) Pengukuran tegakan tinggal dilakukan dengan membuat 10 plot di
masing-masing petak yang diukur dengan lokasi petak sebagai
berikut :
- Pengukuran tahun 2023 Blok | Ubia : Petak N61, N62, M61 dan
M62
- Pengukuran tahun 2023 Blok Il Bahomia :Petak AF76, AF77,
AG76 dan AG 77
- Pengukuran tahun 2024 Blok | Ubia : Petak J66, J67, K66 dan
K67
- Pengukuran tahun 2024 Blok Il Bahomia : Petak AD75, AE75,
AE76 dan AE77
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d) Persentase kerusakan tegakan tinggal pada seluruh petak di atas
adalah sebagai berikut :
Lokasi/ | Tegakan Persentase Kerusakan Tegakan Rata-
Tahun Tinggal (%) rata
N61 N62 M61 M62
Semai 19.83 22.61 19.08 22.18
S't‘)’_k ' [ Pancang | 2516 | 2195 | 2313 | 2563 | 2439
1a [¢)
i %
2023 Tiang 26.15 26.32 33.79 28.23 o
Pohon 20.33 20.00 27.27 28.57
Lokasi/ | Tegakan Persentase Kerusakan Tegakan Rata-
Tahun Tinggal (%) rata
AF76 AF77 AG76 AGT77
Semai 18.72 18.38 20.45 18.78
S't‘?_k ' I'Pancang | 18.84 | 19.46 | 21.02 | 1953 | 1597
1a [¢)
i %
2023 Tiang 20.51 20.35 19.71 20.45 o
Pohon 16.67 17.76 16.49 16.39
Lokasi/ | Tegakan Persentase Kerusakan Tegakan Rata-
Tahun Tinggal (%) rata
J66 J67 K66 K67
Semai 18.53 16.54 25 26.47
LBllt())'k l Pancang 21.02 24.00 25.93 23.13 25.38
ia o
i %
2023 Tiang 24.62 27.05 30.16 30.37 °
Pohon 21.5 28.85 32.99 29.91
Lokasi/ | Tegakan Persentase Kerusakan Tegakan Rata-
Tahun Tinggal (%) rata
AD75 AE75 AE76 AE77
Semai 18.04 17.60 20.00 18.15
LBllt())'k l Pancang 17.75 21.56 16.55 20.38 18.89
ia o
i %
2023 Tiang 20.31 19.51 18.90 17.65 °
Pohon 19.83 19.42 17.71 18.81
Rata-rata kerusakan tegakan tinggal tahun 2023 & 2024 (Blok | | 21.91
&l %
Nilai Kinerja ;| 11/15 X 100% = 73,33% = SEDANG
Indikator
24
Indikator 2.5 :

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

1. Verifier 2.5.1 : | Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan

ketentuan.

Bobot D1

NILAI KINERJA | : | BAIK

Ringkasan | a) Selama periode audit PT Hanurata Unit Papua Barat telah

Justifikasi menerbitkan dokumen RKTPH setiap tahunnya
b) Seluruh RKTPH yang ditertbitkan telah lengkap meliputi SK RKTPH,

Dokumen RKTPH dan Peta RKTPH
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c) Dokumen RKTPH telah sesuai dengan hasil inventarisasi di
lapangan, dengan rincian sebagai berikut :

RKT Surat Keputusan Jenis Usaha
Tahun Pemanfaatan
Hutan

2023 | Keputusan Direktur Utama PT Hanurata | Pemanfaatan
(Papua Barat) No. | Hasil Hutan
531/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2022  tanggal | Kayu Alam
30 Desember 2022 tentang RKTPH
Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH
Tahun 2022

2024 | Keputusan Direktur Utama PT Hanurata | Pemanfaatan
(Papua Barat) No. | Hasil Hutan
500/SKEP/DIR/A/RKT/HNT.PB/XII/2023 Kayu Alam
tanggal 31 Desember 2023 tentang
RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over
RKTPH Tahun 2023

2025 | Keputusan Direktur Utama PT Hanurata | Pemanfaatan
(Papua Barat) No. | Hasil Hutan
573/SKEP/DIR/A/RKT/HNT.PB/XII/2024 Kayu Alam
tanggal 31 Desember 2024 tentang
RKTPH Tahun 2025 dan Carry Over
RKTPH Tahun 2024

2. Verifier 2.5.2 : | Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH
Bobot 1
NILAI KINERJA | : | BAIK
Ringkasan | a) PT Hanurata Unit Papua Barat telah membuat peta rencana kerja
Justifikasi tahunan selama periode audit. Peta dibuat oleh personil Ganis PHPL
Kurpet, disetujui oleh Manajer Unit dan Disahkan oleh Direktur Utama
Perusahaan

b) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Hanurata Unit
Papua Barat juga dilengkapi dengan peta kerja antara lain :

Peta Penataan Areal Kerja Blok RKT dengan skala 1 : 10.000
Peta Penanaman dengan skala 1 : 50.000

Peta Penyebaran Pohon dengan skala 1 : 1.000

Peta Rencana ITSP dengan skala 1 : 25.000

Peta Lokasi TPn dengan skala 1 : 40.000

c) Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Hanurata Unit Papua Barat
telah sesuai dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan
keberadaan kawasan yang dilindungi seperti kawasan sempadan

sungai.
3. Verifier 2.5.3 : | Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis
kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja
Bobot D)2
NILAI KINERJA | : | SEDANG
Ringkasan a) Penandaan pada blok RKT 2024 dan 2025 telah dilaksanakan di
Justifikasi lapangan seperti pemasangan plang RKT, pemasangan papan

identitas petak dan penandaan berupa polet warna merah pada
pohon untuk batas petak maupun batas blok RKT.

b) Penandaan di lapangan juga telah dilakukan termasuk pada kawasan
lindung yaitu
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Pemasangan Plang Sempadan Sungai Gusawi

Pemasangan Plang Sempadan Sungai Fengge

Pemasangan Pal Batas Sempadan Sungai dengan balok kayu

warna putih merah

Penandaan berupa polet pada batas sempadan sungai

c) Hasil pemeriksaan penandaan batas blok, petak dan kawasan lindung

di lapangan menunjukkan kesesuain penandaan di lapangan dengan
batas-batas termasuk kawasan lindung yang ada di peta kerja.
Namun demikian, pada blok RKT 2025 penandaan di lapangan baru
dibuat pada sebagain petak kerja.

4 Verifier 2.5.4

Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana
jangka pendek

Bobot

2

NILAI KINERJA

SEDANG

Ringkasan
Justifikasi

a) Selama periode audit PBPH PT Hanuarata Unit Papua Barat telah
melakukan kegiatan produksi / pemanenan sumberdaya hutan yang
dimanfaatkannya, berupa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam

b) Hasil observasi di lapangan menunjukkan penebangan dilaksanakan
pada petak tebangan dalam blok RKTPH yang telah disahkan /
disetujui

c) Berdasarkan laporan hasil produksi periode tahun 2023 — 2024, total
volume produksi adalah 53.768,03 m® dari 82.971,56 m® yang
direncanakan :

Tahun Lokasi Rencana Realisasi | Pencapaian
(m3) (m3) (%)
Ubia 23.863,79 | 21.109,43 88,46 %
Bahomia | 21.626,99 | 12.596,28 58,24 %
Ubia 18.825,60 | 10.000,73 53,12 %
Bahomia | 18.655,18 | 10.061,59 53,93 %
Rata-rata Pencapaian 63,44 %

2023

2024

d) Lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan RKTPH
dengan rata-rata realisasi volume produksi selama tahun 2023 &
2024 sebesar 63,44 % (< 50 % - < 80 %) dari yang direncanakan

Nilai Kinerja
Indikator 2.5

14 /18 X 100% = 77,78 % = SEDANG

Indikator 2.6 :

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha

pemanfaatan hutan.

1. Verifier 2.6.1

Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit
oleh akuntan publik).

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG

Ringkasan a) Selama periode audit, laporan keuangan terakhir yang telah diaudit
Justifikasi

oleh auditor independen kantor akuntan publik yaitu laporan
keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dengan
nomor 00040/2.0775/AU.2/01/1973-1/1/V/2024 tanggal 7 Mei 2024.
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b) Berdasarkan laporan hasil audit tersebut, Auditor Independen
menyatakan laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31
Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar
akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik
c) Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT Hanurata Unit Papua
Barat berdasarkan neraca keuangan dan laporan laba rugi yang
disusun oleh Kantor Akuntan Publik diperoleh hasil sebagai berikut :
e Likuiditas = 175,01 %
e Solvabilitas = 123,32 % (kurang dari 150 %)
e Profitabilitas = Positif
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan
keadaan force majeur | perubahan kebijakan proporsional alokasi dana
yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)
Bobot 1
NILAI KINERJA BURUK
Ringkasan a) PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan rencana dan
Justifikasi anggaran perusahaan (RKAP) unaudited periode tahun 2023 yang
telah disetujui oleh personel yang berwenang
b) Hasil analisis perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan
berdasarkan RKAP periode tahun 2019 — 2023 adalah sebagai
berikut :
e Alokasi Maksimal : Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan :
252,36 %
e Alokasi Minimal : Pemanenan Hasil Hutan : 53,36 % :
c) Berdasarkan data alokasi di atas, terdapat perbedaan sebesar 199
% (perbedaan lebih dari > 50%) sehingga alokasi dana tidak
proporsional
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit
oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah
disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).
Bobot 2
NILAI KINERJA SEDANG
Ringkasan a) PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan rencana dan
Justifikasi anggaran perusahaan (RKAP) unaudited periode tahun 2023 yang
telah disetujui oleh personel yang berwenang
b) Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 berdasarkan
RKAP yang dibuat hanya mencukupi 60 % dari kebutuhan sehingga
masih kurang dari 80 dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.
Bobot 2
NILAI KINERJA SEDANG
Ringkasan a) PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan rencana dan
Justifikasi anggaran perusahaan (RKAP) unaudited periode tahun 2023 yang
telah disetujui oleh personel yang berwenang
b) Hasil analisis realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
berdasarkan RKAP tahun 2023 meliputi kegiatan perencanaan,
penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian
kebakaran / pengamanan hutan serta pemanenan hasil hutan, total
pencapaiannya adalah sebesar 55,59 % dari yang direncanakan,
analisis lebih lanjut terhadap tata waktu kegiatan pada tahun 2023
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maupun 2024 terdapat carry over sehingga sebagian pendanaan
tidak sesuai tata waktunya,
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
Bobot 2
NILAI KINERJA BAIK
Ringkasan a) PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan rencana dan
Justifikasi anggaran perusahaan (RKAP) unaudited periode tahun 2023 yang
telah disetujui oleh personel yang berwenang
b) Hasil analisis realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutann
berdasarkan RKAP tahun 2023 meliputi kegiatan penanaman,
pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian kebakaran /
pengamanan hutan total pencapaiannya adalah sebesar 203,90 %
atau mencukupi seluruhnya dari anggaran yang direncanakan.
Nilai Kinerja 17 /24 X 100% = 70,83 % = SEDANG
Indikator 2.6

3. ASPEK EKOLOGI
Indikator 3.1 :

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi

Tinggi (ABKT)

Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT

Bobot 1

NILAI BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

KINERJA

Ringkasan a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan kawasan yang

Justifikasi dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direksi

No. 420/KEP/DIR/C/1X/2024 tanggal 26 September 2024, meliputi :

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar)
1. Bufferzone HL 5.980
2. KPPN 1.424
3. KKI 10.606
4, Sempadan Sungai 10.069
5. Kebun Benih 1.205
6. PUP 700
Total 29.984

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai
dengan RKUPH Periode 2022 - 2031 yang telah disahkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK No.
SK.8779/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember
2021.

c) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memilki laporan hasil
identifikasi ABKT dengan keberadaan Laporan Penilaian Kawasan
Hutan Bernilai Konservasi Tinggi di Areal PT Hanurata Unit Papua
Barat-Kaimana -Papua Barat Tahun 2016.

Halaman 24 dari 72



¢/ VKAN

\‘ O VI017IDN F1-02.15 Rev.1

Trustinde Certification

2. Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas
dikenali) dan/atau deliniasi ABKT
Bobot 1] 2
NILAI : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
KINERJA
Ringkasan : | a) Berdasarkan hasil audit Penilikan Ke-2, Agustus Tahun 2023, realisasi
Justifikasi penandaan batas kawasan lindung yaitu tercapai 56,7 km (57,16%)

dari total rencana 99,2 km.

b) Pada Tahun 2024 terdapat kewajiban penandaan batas kawasan
lindung pada blok RKT 2024 yaitu sepanjang 36 km. Dengan demikian
total kewajiban penandaan batas kawasan lindung s.d Tahun 2024
menjadi 135,20 km.

c) Selanjutnya terdapat realisasi penataan batas kawasan lindung pada
periode audit yaitu tercapai 76,20 km (56,36%) dari total rencana
135,20 km.

d) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza
maps, terkait penataan batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai :

- Tanda batas Sempadan Sungai Gusawi yang berada di Blok Ubia
RKT 2023 berupa plang/ sign board, PAL dan cat kuning polet 1
dan berada pada koordinat S 3°14’ 44,111” dan E 133°14’ 54,98”;

- Tanda batas Sempadan Sungai Gusawi yang berada di
perbatasan Blok Ubia RKT 2023 dengan RKT 2024 berupa PAL
dan cat kuning polet 1 dan berada pada koordinat S 3°14’ 31,501”
dan E 133°14’ 43,869”;

- Tanda batas Sempadan Sungai Fengge (Gobo) yang berada di
Blok Bahomia RKT 2024 berupa plang/ sign board, PAL dan cat
merah polet 1 dan berada pada koordinat S 3°9’ 18,264” dan
E 133924’ 41,564".

e) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat belum memiliki peta deliniasi
ABKT berdasarkan hasil identifikasi.

3. Verifier 3.1.3 | : | Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung
Bobot 1
NILAI : | BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
KINERJA
Ringkasan : | Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang
Justifikasi tercantum di Peta RKUPH Tahun 2021 Periode Tahun 2022 - 2031

dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2023, kondisi penutupan
kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer, hutan
lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove
sekunder, hutan rawa primer dan hutan rawa sekunder) yaitu 28.913 ha
(96,43%) dari total luas kawasan lindung 29.984 ha, dengan rincian seperti
tabel berikut.

Jenis |
| Kawasan | Luas (ha) | : - - : : - -
v T I [ . s . | v " » | 1 1 n

' 1, ; 5
Areal Bartitan | 20,013 (96,47%) | I | [ I I

Avaal Non Hutan | | 1,071 (3,57%)
4, Verifier 3.1.4 | : | Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain
gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)
Bobot 112
NILAI : | NOT APPLICABLE

KINERJA
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Ringkasan Berdasarkan Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2018 Periode 2015
Justifikasi — 2021, jenis tanah yang terdapat di areal PBPH PT Hanurata Unit Papua
Barat terdiri dari Podsolik Coklat Kelabu (luas 119.150 ha), Podsolik
Merah Kuning (luas 51.990 ha) dan Alluvial (63.330 ha). Jenis tanah
Podzolik Coklat Kelabu mendominasi areal seluas 199.150 ha (50,82 %).
Dengan demikian diverifikasi pada areal PBPH PT Hanurata Unit Papua
Barat tidak terdapat jenis tanah atau kawasan lindung berupa areal
ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan
verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

5. Verifier 3.1.5 | : | Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
Bobot 12
NILAI : | BAIK / Nilai Aktual :3x2=6
KINERJA
Ringkasan a) Berdasarkan hasil audit Penilikan Ke-2 Agustus 2023 diperoleh
Justifikasi informasi terdapat aktifitas masyarakat yaitu berkebun di kawasan

lindung Buffer Zone HL Blok Bahomia dengan total luas 0,50 hektar;

b) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Untung Kariadi (Manager
Unit) dijelaskan bahwa aktifitas kebun yang dilakukan masyarakat
sudah tidak aktif dan ditinggalkan lama oleh pemiliknya dan juga
tidak terdapat penambahan/ perluasan kebun tersebut;

c) Berdasarkan verifier 3.1.3 terkait kondisi penutupan kawasan
lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer, hutan
lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove
sekunder, hutan rawa primer dan hutan rawa sekunder) yaitu 28.913
ha (96,43%) dari total luas kawasan lindung 29.984 ha;

d) Selanjutnya dilakukan uji petik pemeriksaan lapangan di kawasan
lindung yaitu a) sempadan sungai gusawi Blok Ubia RKT 2023 pada
koordinat S 3°14’ 44,111” dan E 133° 14’ 54,98”; b) sempadan
sungai gusawi Blok Ubia RKT 2023 berbatasan dengan RKT 2024
pada koordinat S 3°14’ 31,501” dan E 133°14’ 43,869”; c)
sempadan sungai fengge (Gobo) Blok Bahomia RKT 2024 pada
koordinat S 3°9’ 18,264 dan E 133°24’ 41,564”; d) sempadan
sungai omoa Blok Ubia pada koordinat S 3° 21’ 14,63”; E 133" 17’
23,49”; e) KKI Blok Bahomia pada koordinat S 3°17’ 59,96” dan
E 133°28’ 36,256” dan f) sempadan sungai gobo Blok Bahomia
pada koordinat S 3°12’ 28,933” dan E 133°26’ 19,027” diverifikasi
seluruh sempadan sungai tersebut kondisi aman dan tidak terdapat
gangguan/ aktifitas masyarakat seperti perladangan, perkebunan,
penambangan emas maupun illegal logging, sehingga kondisi
kawasan lindung masih tetap terjaga dan sesuai dengan fungsinya.

6. Verifier 3.1.6 | : | Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH

Bobot 112

NILAI : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

KINERJA

Ringkasan a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan
Justifikasi kawasan lindung diantaranya :

- Penandaan batas kawasan lindung telah tercapai 76,20 km
(56,36%) dari total rencana 135,20 km;

- Pemeliharaan batas kawasan lindung telah dilakukan secara
periodik setiap tahun.

- Penanaman/ rehabilitasi di Kawasan lindung dengan tutupan
lahan non hutan (semak dan bufferzone HL) belum dilakukan.
Berdasarkan Overlay Peta citra satelit dengan Kawasan Lindung
sesuai verifier 3.1.3 disebutkan kawasan lindung non hutan
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diantaranya yaitu tutupan semak (luas 13 ha) di sempadan sungai
dan pertanian lahan kering campur (luas 39 ha) di Bufferzone HL.

- Pemasangan plang himbauan dilarang membakar hutan dan
berburu satwa liar baru dipasang dibeberapa titik, sedangkan di
kawasan lindung yang berada di Blok RKT 2024 belum dilakukan
pemasangan plang himbauan tersebut.

- Melakukan patroli pengamanan dan perlindungan di kawasan
lindung dengan intensitas kegiatan sebulan sekali dilakukan oleh
team perlindungan hutan dan tertuang di dalam laporan patroli
(intensitas patroli masih kurang).

b) Selama periode 18 bulan terakhir PT Hanurata Unit Papua Barat telah
membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Semester Il Tahun 2023, Semester | Tahun 2024 dan Semester I
Tahun 2024. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan telah disampaikan secara langsung ke instansi terkait
yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kaimana. Pelaporan belum
dilakukan secara online melalui SIMPEL, namun demikian pelaporan
yang disampaikan tersebut telah sesuai dengan tata waktunya.

Nilai Kinerja (18 /21 x100 %) = 85,71 % = BAIK
Indikator
Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan
1. | Verifier Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis
3.21 gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau
penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau
jenis gangguan lain yang teridentifikasi.
Bobot 1
NILAI BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
KINERJA
Ringkasan a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyusun dan menetapkan
Justifikasi SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan

hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :
Jenis Gangguan

No Hutan Prosedur
1. Perambahan Prosedur Pencegahan dan Pengendalian
Kawasan Perambahan dan Perladangan Berpindah, No. Dok.

HNT/PL/446.34, Nomor Terbit/Revisi: A/02, Tanggal
Terbit 5 Januari 2007, Tanggal Revisi 1 April 2022.

2. | Pemanenan atau | prosedur  Pencegahan dan  Pengendalian
penebangan Pembalakan Liar, No. Dok. HNT/PL/446.36, Nomor
tanpa izin Terbit/Revisi: A/02, Tanggal Terbit 5 Januari 2007,
Tanggal Revisi 1 April 2023.

3. Perburuan flora | Prosedur Pengendalian Terhadap Perburuan. No.

dan fauna HNT/PL/446.55, Nomor Terbit/Revisi: A03, Tanggal
Terbit: 5 Januari 2007, Tanggal Revisi: 14 Desember

2024.
4. Pencegahan dan | Prosedur Pencegahan dan pengendalian Kebakaran
pemadaman Hutan No. Dok. HNT/PL/446.32, Nomor
kebakaran Terbit/Revisi: A/02, Tanggal Terbit 5 Januari 2007,

Tanggal Revisi 1 April 2022.
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5. | Hama dan | Prosedur Pencegahan dan Pengendalian Hama dan
penyakit tanaman | Penyakit ~ Tanaman  Kehutanan, ~ No.  Dok.
HNT/PL/446.33, Nomor Terbit/Revisi: A/02, Tanggal
Terbit 5 Januari 2007, Tanggal Revisi 1 April 2022.
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh SOP yang
dibuat telah mengacu kepada pedoman teknis baku dan telah
mencantumkan referensi acuan terbaru.
2. | Verifier : | Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai
3.2.2 ketentuan
Bobot 1
NILAI : | BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
KINERJA
Ringkasan : | a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan
Justifikasi hutan yang dimiliki oleh PT Hanurata Unit Papua Barat, yaitu dirinci seperti
tabel berikut:
Jenis Sarana Blok
No. | Gangguan Blok Ubia . Ket
Prasarana Bahomia
Hutan
Plang/ Baliho Tidak Ada
Perambahan himbauan
1 larangan - -
Kawasan
merambah
hutan
Pemanenan Km 1. Km
atau Plang/ Baliho 40(éS Bz
penebangan | himbauan : Logpond,
2 . Gusawi
tanpa izin/ larangan BZ Km 1,
RKT
lllegal menebang SS Gobo
) 2023)
Logging
Plang/ Baliho Plang telah
. dipasang
Pencegahan himbauan dibeberapa
9 hindari Km 0,Km | Km1,Km | o P
dan titik, namun
3 emadaman kebakaran 19, Km 10, Km belum di
P lahan, jangan 22, Km 35 | 19, Km 32 ,
kebakaran . pasang di
menyalakan api
sembarangan Kawasan
Lindung
Plang himbauan
stop kebakaran,
dilarang keras 2 Km 57,
melakukan Km 70
pembakaran
hutan
Jumlah dan
Jenis masih
kurang dan
belum sesuai
Sarpras i Basecamp an
Dalkarhutla Km1o | Y29
dipersyaratkan
PermenLHK
No. P.32 tahun
2016.
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o Blok Ubia:
pos masih
gabung
dengan
kantor (tidak
dibuatkan
khusus pos

Basecamp | Basecamp aalkarhutia)

Pos Dalkarhutla e Blok

Km 22 Km 10 .

Bahomia :

Pos khusus

dalkarhutla

dengan
peralatan
yang
disimpan
didalamnya

e Blok Ubia: 1
mobil hilux
dengan
tandon
ukuran 200
liter (belum
sesuai
ketentuan)

e Blok
Bahomia : 1
mobil truk
tanki
dengan
kondisi
rusak

Basecamp | Basecamp

Mobil Tanki Air Km 22 Km 10

Tulisan yang
tercantum di
plang kurang
tepat “Potensi
Kebakaran
Basecamp | Basecamp | Hutan Hari
Km 22 Km 10 Ini”, sebaiknya
Tingkat
Bahaya
Kebakaran/
Fire Danger
Rating (FDR)

e Blok Ubia: 1
menara api
dengan
kondisi
rusak
atapnya dan
bangunan
belum

Manara Api Km 19 Km 10 sesuai
ketentuan.

e Blok
Bahomia : 1
menara api
dengan
kondisi
ketinggian 6
meter (kalah

Plang FDR
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tinggi
dengan
pohon
sekitar)
Km 6, Km Km 5, Km
Embung Air 9, Km 19, 10, Km
Km 25 18, Km 30
Hama dan
4 | Penyakit Herbisida - -
Tanaman
Belum ada
Insektisida - - digunakan
Fungisida - -
Pupuk - -
Kondisi pos
security di km
Perburuan Basecamp 10 dalam
5 | Floradan Pos Security - Km 10 kondisi
Fauna kosong/ tidak
petugas yang
berjaga di pos
Plang/ Baliho
himbauan Km 1, Km Logpond,
. 3, Km 19,
dilarang Km 22 Km 1, Km
berburu satwa ’ 10, Km 32
- Km 28
liar
Plang himbauan Belum Ada
dilarang
berburu flora ) )
dilindungi

b) Sarana prasarana gangguan hutan, belum lengkap sebagaimana yang
terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana
perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan

baik.
3. | Verifier : | Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan
3.2.3 pemanfaatan teknologi
Bobot 1
NILAI : | BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
KINERJA
Ringkasan : |a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Hanurata
Justifikasi Unit Papua Barat saat ini, terdiri dari :
No. Unit Kerja Kewajiban Jumlah Personel
Perlindungan dan Personil Certified
Pengamanan Hutan (terkini)
1. | Regu Pemadam Kebakaran | 3 regu (45 | 4 regu (60 0
personil) personil)
2. | Security 39 2 0
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b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional
berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan
fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.

c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang
kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai tidak ada/ kurang.

d) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat belum menggunakan fasilitas
teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, seperti penggunaan drone, penginderaan jarak jauh
atau teknologi lainnya.

4. | Verifier Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)
3.24
Bobot 2
NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
KINERJA
Ringkasan a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan
Justifikasi pengamanan hutan yang terkait dengan :

a) tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi
di lapangan berupa 1) Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat
desa binaan terkait Sosialisasi Visi dan Misi, Kelola Sosial, Kawasan
Lindung, Bahaya Kebakaran, lllegal Logging, Perambahan dan
Perburuan dengan Nomor : 1/BAHNRT-KM/VII/2024 tanggal 1 Juli
2024 (sosialisasi baru dilakukan sebagian desa binaan); 2) Sosialisasi
secara langsung kepada masyarakat desa binaan terkait Sosialisasi
Visi dan Misi, Kelola Sosial, Kawasan Lindung, Bahaya Kebakaran,
lllegal Logging, Perambahan dan Perburuan dengan Nomor :
1/BAHNRT-KM/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 (sosialisasi baru
dilakukan sebagian desa binaan);

b) tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi
di lapangan berupa 1) penempatan pos security di 1 lokasi yaitu km
10 (Blok Bahomia), namun pos security untuk di Blok Ubia tidak ada;
2) penyediaan anggota satpam/security sebanyak 2 personil
(Kewajiban 39 personil), seluruh personil security tidak memiliki
kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) penyediaan 4 regu inti dalkarhutla
dengan total personil 60 orang (kewajiban jumlah personil dalam regu
inti sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016
yaitu 3 regu inti berjumlah 45 personil), namun seluruh personil regu
inti belum memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan manggala agni; 5)
patroli dilakukan oleh Team Perlindungan hutan setiap 1 bulan sekali
di lokasi Blok RKT dan dituangkan dalam laporan dan pengamanan
dan perlindungan hutan periode Tahun 2024, namun intensitas patroli
masih kurang dan belum dilakukan patroli pada kawasan lindung; 6)
monitoring hotspot dengan satelit SiPongi periode Agustus 2023 s.d
Januari 2025 tertuang dalam laporan bulanan kebakaran hutan dan
lahan; 7) penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan (jenis
dan jumlah sangat kurang dan belum sesuai dengan PermenLHK
Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016); 8) memiliki Peta Rawan
Kebakaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk mempermudah
identifikasi areal rawan kebakaran; 9) memiliki Plang FDR di Blok Ubia
(Km 19 dan Km 22) dan Blok Bahomia (Km 10), namun pelaporannya
belum dibuat sesuai ketentuan; 10) tersedia embung air sebagai
sumber air saat terjadi kebakaran yaitu di Blok Ubia (Km 6, 9, 19, 25)
dan Blok Bahomia (Km 5, 10, 18, 30); 11) memasang plang-plang
himbauan a) larangan menebang; b) hindari kebakaran lahan, jangan
menyalakan api sembarangan; c) stop kebakaran, dilarang keras
melakukan pembakaran hutan; d) dilarang berburu satwa liar, namun
sebagian plang himbuan terkait larangan berburu satwa liar dan
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b)

c)

larangan membakar hutan & lahan belum dipasang di areal kawasan
lindung;
c) tindakan refresif, dinilai belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan
SOP;
Hanya sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat
atau terdokumentasi.
PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat melaporkan hasil kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan secara bulanan sesuai kejadian
melalui SIPONGI

Nilai Kinerja
Indikator

(9/15x 100 %) = 60,00 % = SEDANG

Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan

hutan

1. Verifier 3.3.1

Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
komponen fisik dan kimia

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memilki SOP pengelolaan
Justifikasi dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan

kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :

Jenis Pengelolaan
dan/ atau Pemantauan
Fisik Kimia serta
Pengelolaan Limbah
B3

A. Komponen Fisik Kimia

No Prosedur

Prosedur Pengukuran dan Pengolahan Data
Curah Hujan No. HNRT/P-PHAPL/446.27c,
Nomor Terbit/Revisi: A/01, Tanggal Terbit:
05-01-2007, Tanggal Revisi: 15-01-2015.

Prosedur Pengukuran dan Pengolahan Iklim
Mikro No. HNT/PL/446.27c, Nomor

1. | Pengukuran curah
hujan

2. | Pengukuran suhu
udara dan kelembaban

udara Terbit/Revisi: A/2, Tanggal Terbit: 05-01-
2007, Tanggal Revisi: 01-04-2022.

3. | Pengukuran debit air e Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan

sungai Dampak Produksi Terhadap Kualitas Air

dan Debit Air No. HNT/PL/446.28g, Nomor
Terbit/Revisi: A/2, Tanggal Terbit: 05-01-
2007, Tanggal Revisi: 01-04-2022.

e Prosedur Pengukuran Kecepatan Air
Sungai No. HNRT/P-PHAPL/446.27d,
Nomor Terbit/Revisi: A/01, Tanggal Terbit:
05-01-2007, Tanggal Revisi: 15-01-2015.

Prosedur Stasiun Pengamat Arus Sungai
(SPAS) No. HNRT/P-PHAPL/446.27a, Nomor
Terbit/Revisi: A/01, Tanggal Terbit: 05-01-
2007, Tanggal Revisi: 15-01-2015.

Prosedur Pengukuran dan Pengolahan Data

4. | Pengukuran tinggi
muka air sungai

5. Pengukuran

sedimentasi sungai

Sedimentasi No. HNRT/P-PHAPL/446.28e,
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Nomor Terbit/evisi: A/01, Tanggal Terbit: 05-

01-2007, Tanggal Revisi: 15-01-2015.

6. | Pengukuran laju erosi Prosedur Pengukuran dan Pengolahan Data

Erosi Tanah No. HNRT/P-PHAPL/446.28f,

Nomor Terbit/Revisi: A/01, Tanggal Terbit:

05-01-2007, Tanggal Revisi: 15-01-2015.

7. | Pemantauan Kualitas Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan

Air Dampak Produksi Terhadap Kualitas Air dan

Debit Air No. HNT/PL/446.28g, Nomor

Terbit/Revisi: A/2, Tanggal Terbit: 05-01-

2007, Tanggal Revisi: 01-04-2022.

8. | Pemantauan Kualitas Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan

Tanah Dampak Produksi Terhadap Kualitas Tanah

No. HNT/PL/446.28h, Nomor Terbit/Revisi:

A/2, Tanggal Terbit: 05-01-2007, Tanggal

Revisi: 01-04-2022.

9. Persemaian - Prosedur Pengadaan Bibit No. HNRT/P-
PHAPL/446.14, Nomor terbit/Revisi: A/01,
Tanggal Terbit: 05-01-2007, Tanggal
Revisi: 15-01-2015.

- Prosedur Pengadaan Bibit Stek No.
HNRT/P-PHAPL/446.15, Nomor
Terbit/Revisi: A/01, Tanggal Terbit: 05-01-
2007, Tanggal Revisi: 15-01-2015.

10. | Penanaman/ Prosedur Pengadaan Bibit Stek No.
Rehabilitasi HNRT/PL/446.17, Nomor Terbit/Revisi: A/02,
11. | Pemeliharaan tanaman | T@nggal Terbit: 05-01-2007, Tanggal Revisi:

01-04-2022.

B. Pengelolaan Limbah B3

1. Pengelolaan limbah B3 | Prosedur Pengelolaan Limbah No.
HNT/PL/446.23, Nomor Terbit/Revisi: A/03,
Tanggal Terbit: 05-01-2007, Tanggal Revisi:
01-09-2023.

2. | Pengelolaan limbah
domestik

b) Telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu sesuai SOP
No. HNT/PL/446.23, Nomor Terbit/Revisi: A/03, Tanggal Terbit: 05-01-
2007, Tanggal Revisi: 01-09-2023.

c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;

d) telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi
dalam AMDAL PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat.

e) terdapat sebagian SOP yang tidak sesuai dengan acuan regulasi
yang berlaku.

f) selain itu beberapa SOP tidak mencantumkan rujukan/referensi.

2. Verifier 3.3.2

Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan
limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat
Justifikasi fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT

Hanurata Unit Papua Barat saat ini (audit Penilikan Ke-3) meliputi :
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Sarana
Prasarana
Pengelolaan
dan . Blok
No Pemantauan Blok Ubia Bahomia Keterangan
Fisik dan
Kimia serta
Limbah B3
Komponen
Fisik dan
Kimia

1. Pengukur Basecamp | Basecamp | Kondisi baik
curah hujan Km 22 Km 10
(ombrometer)

2. Pengukur suhu - - Tidak Ada
udara dan
kelembaban
udara

3. Pengukuran S. Gusawi S. Gobo
debit air sungai

4. Pengukur S. Gusawi S. Gobo
tinggi muka air
sungai (TMAS)

5. Pengukuran - - Tidak Ada
sedimentasi
sungai

6. Pengukuran Petak L.26 Petak Metode stick ukur
laju erosi RKT 2023 | AF.76 RKT

(Eks TPn 2023 (Eks
dan Jalan | TPn, Jalan
Sarad) cabang

dan lokasi
dibawah
naungan)

7. Pemantauan - - Tidak Ada
Kualitas Air

8. Pemantauan - - Tidak Ada
Kualitas Tanah

9. Persemaian Km 22 Km 1 e Blok Ubia: Luas 2

hektar, kapasitas
12.800 bibit (yang
ada dilapangan)

e Blok Bahomia :
Luas 2 hektar,
kapasitas 21.450
bibit (yang ada di
lapangan)

10. | Penanaman/ RKT 2021 | RKT 2021 | o Bjok Ubia:
Pengayaan Penanaman Tanah
Rehabilitasi Kosong (Eks TPn),

Penanaman Kakija
dan Penanaman
Eks Jalan Sarad di
Petak X.57 RKT
2021

o Blok Bahomia:
Penanaman Tanah
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Kosong (Eks TPn),
Penanaman Kakija
dan Penanaman
Eks Jalan Sarad di
Petak AE.70 RKT
2021

Pengelolaan
Limbah B3

TPS Limbah
B3

Basecamp
Km 22

Basecamp
Km 10

e Bangunan sesuai PP
22/2021 : belum ada

e Izin TPS limbah B3 :
belum ada

e Mou dengan pihak
ke-3 untuk proses
pengangkutan
limbah B3 :
ada

belum

Rumah Mesin
Genset

Basecamp
Km 0, Km
22, km 35

Basecamp
Km 0, Km
10, Km 30

rumah
dari

e Bangunan
seluruhnya
kayu.

e Lantai rumah mesin
genset belum kedap
air (belum di cor
semen).

e Tumpahan/ceceran
BBM/oli  langsung
Jjatuh ke tanah

Workshop/
Bengkel

Basecamp
Km 22

Basecamp
Km 10

Lantai belum kedap
air/belum di cor semen.
Belum ada sedimen
pond/oil trap.

Gudang BBM

Basecamp
Km 22

Basecamp
Km 10

e Penempatan tangki
BBM langsung di
atas tanah tanpa ada
pengaman.

e Area tangki BBM
untuk pengisian ke
kendaraan belum
kedap air (di cor
semen) pada bagian
lantai sehingga
tumpahan/ceceran
BBM langsung jatuh
ke tanah.

e Area tangki BBM
juga tanpa naungan
atap sehingga bila
hujan,
tumpahan/ceceran
BBM akan terkena
hujan yang
mengakibatkan
mengalir ke
sekitarnya

TPS Sampah
Organik dan
An Organik

Basecamp
Km 0, Km
22, Km 35

Basecamp
Km 0, Km
10, Km 30

drum
yang

Berupa 1
(potongan)
ditempatkan
dibeberapa tempat.
Belum dibuatkan 2
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drum terpisah antara
sampah Organik dan

An Organik.
6. TPA Sampah - - Tidak Ada
Organik dan
An Organik

b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai :

g) Sebagian lengkap sesuai yang diprasyaratkan;

h) Didukung oleh personel PBPH yang terlatih (memilki sertifikat
pelatihan) yaitu GANISPH Binhut sebanyak 2 personil yaitu Yusak
Yatam dengan No. Register : 03230019170 dan Falentino
Samderubun dengan No. Register : 03230009206;

i)  Selanjutkan untuk SDM pengelolaan B3, PT Hanurata Unit Papua
Barat telah memiliki 1 personil SDM yang berkompeten/
berkualifikasi sebagai Operasional Pengelolaan Limbah B3
(OPLB3) atas nama Yorris Prakisto Wae Khamra.

3. Verifier 3.3.3

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen
fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan
dokumen lingkungan

Bobot 2
NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
Justifikasi komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian
sudah dilakukan oleh PT Hanurata Unit Papua Barat, namun demikian
tidak mengurangi dampak lingkungan.
Nilai Kinerja (8/12 x 100%) = 66,67% = SEDANG
Indikator

Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare),

terancam punah (threatened) dan endemik

1. Verifier 3.4.1

Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki prosedur untuk
Justifikasi pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai

dokumen :

a. Prosedur Identifikasi Flora No. Dok. HNT/PL/446.51, Nomor
Terbit/Revisi: A/3, Tanggal Terbit 15 Januari 2015, Tanggal Revisi 14
Desember 2024.

b. Prosedur Identifikasi Fauna No. Dok. HNT/PL/446.52, Nomor
Terbit/Revisi: A/4, Tanggal Terbit 15 Januari 2015, Tanggal Revisi 14
Desember 2024.

Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna yang dibuat telah mengacu sesuai
regulasi terkini, namun demikian prosedur belum mengatur teknis
kegiatan identifikasi di lapangan.

2. Verifier 3.4.2

Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot

2

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
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Ringkasan
Justifikasi

a) Padarentang waktu audit implementasi kegiatan identifikasi flora dan
fauna tertuang dalam laporan yaitu :

- Laporan Pengelolaan Flora (Blok Ubia) Tahun 2024;

- Laporan Pengelolaan Fauna (Blok Ubia) Tahun 2024;

- Laporan Pengelolaan Flora (Blok Bahomia) Tahun 2024;

- Laporan Pengelolaan Fauna (Blok Bahomia) Tahun 2024;

b) Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi sebagai berikut :

1) Pada Blok Ubia kegiatan identifikasi flora dan fauna baru
dilakukan di sempadan sungai gusawi dan belum dilakukan pada
blok RKT. Hasil identifikasi tidak dikelompokkan berdasarkan
kelas vegetasi (tingkat semai, pancang, tiang dan pohon).

2) Pada Blok Bahomia kegiatan identifikasi flora dan fauna baru
dilakukan di sempadan sungai gusawi & sungai fengge dan
belum dilakukan pada blok RKT. Hasil identifikasi tidak
dikelompokkan berdasarkan kelas vegetasi (tingkat semai,
pancang, tiang dan pohon).

c) Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di
dalam areal PBPH belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan
prosedur.

Verifier 3.4.3

Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot

2

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Hanurata Unit Papua
Barat, dilengkapi peta kerjanya. Namun demikian ketersediaan data hasil
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi oleh PT Hanurata Unit Papua
Barat belum sepenuhnya sesuai prosedur dan status perlindungan belum
sepenuhnya sesuai dengan hasil identifikasi serta tidak didukung dengan
rekaman yang memadai (foto/ video).

Nilai Kinerja
Indikator

(10/15 x 100%) = 66,67% = SEDANG

Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak
rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)

Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan
terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

1.

2.

Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki prosedur untuk

Justifikasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

sesuai dokumen :

a. Prosedur Pengelolaan Flora Jarang, Langka, Terancam Punah,
Endemik dan Dilindungi No. HNT/PL/446.53, Nomor Terbit/Revisi:
A/04, Tanggal Terbit: 05-01-2007, Tanggal Revisi: 14 Desember 2024;
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b. Prosedur Pengelolaan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah,
Endemik, dan Dilindungi No. Dok. HNT/PL/446.54, Nomor terbit/Revisi
: A/04, Tanggal terbit 5 Januari 2007, Tanggal Revisi 14 Desember
2024.

Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna yang dibuat telah mengacu sesuai
regulasi terkini, namun demikian prosedur belum mengatur teknis
kegiatan pengelolaan di lapangan.

2. Verifier 3.5.2

Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat melaksanakan kegiatan
Justifikasi pengelolan flora dan fauna, namun belum seluruhnya dilakukan

sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya.

b) Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data
dari kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT
Hanurata Unit Papua Barat, dan dilengkapi peta kerjanya.

3. Verifier 3.5.3

Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH

Bobot

2

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT
Hanurata Unit Papua Barat dapat diketahui dengan ketersediaan
alokasi areal sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar
seperti perburuan satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan,
dll.

b) Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil
wawancara dengan beberapa wakil masyarakat diperoleh informasi
bahwa kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar antara
lain berladang dan berkebun, namun berada di luar areal areal PT
Hanurata Unit Papua Barat, sedangkan berburu masih dilakukan oleh
masyarakat sekitar dengan menggunakan senapan, tombak dan
bantuan anjing.

c) Berdasarkan hasil wawancara lainnya yaitu :

- Wawancara dengan beberapa karyawan yang berada di camp
Ubia Km 22 diperoleh informasi bahwa ada karyawan yang
memelihara anakan burung kaswari;

- Wawancara dengan beberapa karyawan yang berada di camp
Bahomia Km 10 dan Km 30 diperoleh informasi bahwa karyawan
ada yang melakukan perburuan satwa di dalam areal PT
Hanurata Unit Papua Barat dan hasil buruan yang di dapatkan
yaitu rusa dan babi.

d) Diverifikasi jenis hewan peliharaan yaitu kaswari termasuk satwa yang
dilindungi sesuai dengan PerMenLHK Nomor
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember
2018. Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap fauna
yang dilindungi di dalam areal PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat,
dikarenakan masih adanya kegiatan perburuan satwa yang dilakukan
oleh karyawan dan masyarakat sekitar hutan.

Nilai Kinerja
Indikator

(10/15x100%) = 66,67% = SEDANG
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4. ASPEK SOSIAL

Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah

masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal

PBPH Hutan Produksi.

Verifier 4.1.1

Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi
areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki prosedur identifikasi keberadaan
dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara
partisipatif tertuang dalam :
a. SOP No. HNRT/P-PHAPL/446.21c tentang Pemenuhan Hak
Masyarakat Adat, Rev.1 tanggal terbit 15 Januari 2015
b. SOP No. HNT/PL/446.57 tentang Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Hutan Rev.1 tanggal terbit 15 Januari
2015
c. SOP No. HNRT/P-PHAPL/446.21e tentang Deliniasi Batas
Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komuniti Setempat, Rev.2
tanggal terbit 01 April 2022
PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki SOP/prosedur terkait
deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/ atau
masyarakat setempat dan SOP yang tersedia belum mengacu kepada
pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(seperti PermenLHK Nomor : P.8 /2021, KepmenLHK Nomor : SK.9895
/2022 dan peraturan lainnya).

Verifier 4.1.2

Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki rekaman yang berisi data
dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi keberadaan dan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat,
tertuang dalam :

1. Dokumen RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat periode
Tahun 2022 - 2031 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL
sesuai dengan SK Nomor SK.8779/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 November 2021.

2. Studi Data Dasar Sosial Ekonomi di Areal PT Hanurata Unit Papua
Barat Kaimana Papua Barat Tahun 2016. Tidak ada update terhadap
dokumen ini

3. Laporan Penilaian Hutan Bernilai Konservasi Tinggi di Areal PT
Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2016, belum dilakukan update
data

4. Peta Wilayah Kelola Adat/Ulayat di dalam Areal PT Hanurata skala 1:
375.000. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai hak ulayat
masyarakat yang berada di dalam areal kerja PT Hanurata Unit
Papua Barat

5. Peta Wilayah Kelola Adat/Ulayat dan Tempat Keramat dengan skala
1:375.000. terdapat satu makam yang dikramatkan
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6. Peta Sebaran Kampung dalam areal PT Hanurata Unit Papua Barat
skala 1: 100.000, terdapat informasi desa binaan 5 (lima) desa binaan
7. Peta kebun di sekitar areal Buffer Zone Bahomia dengan skala
1:15.000 a.n Zakarias Soba (0,25 Ha), Nehemia Goga (0,25 Ha)
dikebun terdapat tanaman Pala, pisang, Ubi-ubian dan buah-buahan.
8. PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan/dokumen terkait
pemanfaatan HHBK yang tertuang dalam aktivitas masyarakat di
areal tahun 2023, terdapat informasi memanfaatkan HHBK di dalam
areal oleh masyarakat Desa Werafuta dan Desa Tairi dengan
kegiatan meliputi : memetik buah pala, berburu rusa, babi, dan
lainnya
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dengan Bpk. Petrus
Tanggarofa (Bamuskam Desa Werafuta ), Ibu Oktavina Ida Aboda (
Bamuskam Desa Ubia), Bpk. Abraham Diki Amiri (Kepala Dusun Desa
Ubia), Bpk. Agustinus Uro (Petuanan Desa Rauna), Bpk. Hendrik
Wanana (Sekdes Desa Baumia), Bpk. Zakarias Soba (Petuanan Desa
Bahumia), diperoleh informasi bahwa kegiatan yang masih dilakukan
oleh masyarakat sekitar di areal PT Hanurata Unit Papua Barat antara
lain : berburu binatang dan mencari HHBK (buah-buahan), namun PT
Hanurata Unit Papua Barat belum melakukan up dating terhadap data
tersebut.
PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian rekaman yang berisi
data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai
dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan
yang berlaku.

3. Verifier 4.1.3

Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di
areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat sesuai prosedur

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan Dokumen PT Hanurata Unit Papua Barat terkait verifier ini meliputi :
Justifikasi a) Peta Sebaran Kampung dalam areal PT Hanurata Unit Papua Barat

skala 1: 100.000, terdapat informasi desa binaan 5 (lima) desa
binaan PT Hanurata Unit Papua Barat

b) Keputusan Manager Unit PT Hanurata Unit Papua Barat Nomor :
1a/HNRT-PB-KMN/SK.MU/1/2015 Tentang Penetapan Desa Binaan
PT Hanurata Unit Papua Barat, meliputi : Kampung Rauna,
Kampung Bahumia, Kampung Werafuta, Kampung Ubia Sermuku
dan Kampung Tairi.

c) Peta Kepemilikan Lahan Adat PT Hanurata Kabupaten Fak-fak dan
Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Skala 1:382.000, di
areal PT Hanurata Unit Papua Barat terdapat hak ulayat/marga
beberapa marga.

d) Surat Kesepakatan antara Marga Kuyami dengan Marga Fiamberi
tanggal 22 Agustus 2023, batasnya adalah Sungai Katrikum di tarik
Garis Lurus pada Sungai Erit sebelah utara Marga Kuyami, sebelah
selatan Marga Fiamberi seperti tercantum pada batas marga
Kuyami dan Fiamberi

e) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Hutan pada PBPH dengan
Masyarakat Marga Fenetiruma Kampung Rauna Distrik Kambrauw
tanggal 6 Maret 2023, batas marga Fenetiruma dan Watora sepakat
bersama tentang pembuatan tatat batas Marga untuk ijin pekerjaan
PT Hanurata Unit Papua Barat di RKT 2023 diantaranya di Sungai
Rauna, Mbir-mbir, Ita tiga Sungai
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f)  Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Hutan pada PBPH dengan
Masyarakat Marga Tanggarofa Kufuriai Manggera Distrik Arguni
Bawah tanggal 16 Juni 2022, Pada dokumen ini dijelaskan bahwa
batas ulayat pihak kedua di tata batas bersama berupa sungai dan
menyusuri urat gunung (punggung Bukit) yang memisahkan antara
sungai-sungai, tata batas Marga Soba dan Marga Tanggarofa
Kufurai Manggera menyusuri Sungai Irimada dan lainnya

% Hasil observasi lapangan meliputi :

v' Batas Hak Ulayat antara marga Fiamberi dan Kuyami di Blok
RKT 2023 dengan koordinat S = 3° 16’ 4,66 “ dan E = 133° 15’
2,73 * (Blok Ubia)

v/ Batas Hak Ulayat antara marga Fiamberi dan Kuyami di Blok
RKT 2023 dengan koordinat S = 3° 16’ 4,96 “ dan E = 133° 15’
2,15 “ (Blok Ubia)

v/ Batas Hak Ulayat antara marga Wanusanda dan Fenetiruna di
Blok RKT 2024 dengan koordinat S = 3° 8’ 36,05 “ dan E =
133° 25’ 16,89 “ (Blok Bahumia)

v/ Batas Hak Ulayat antara marga Fenetiruna dan Wanusanda di
Blok RKT 2024 dengan koordinat S = 3° 9’ 18,94 “dan E =
133° 24’ 41,51 “ (Blok Bahumia)

Areal PT Hanurata Unit Papua Barat secara administrasi masuk wilayah 2

(dua) distrik yaitu Distrik Kambrauw dan Buruway meliputi beberapa

kampung (dalam kampung/desa terdapat beberapa marga) dan terdapat

kesepakatan batas yang telah disepakati antar marga, batas wilayah
marga yang ada menggunakan batas alam seperti punggung
gunung/pematang dan sungai (batas ini sebagai dasar pembagian fee
kompensasi), dan PT Hanurata Unit Papua Barat sebelum melakukan
kegiatan penebangan selalu melakukan koordinasi dulu dengan
marga/ulayat yang memiliki wilayah di Blok RKT tersebut (penataan batas
partisipatif berdasarkan kegiatan RKT yang akan dikerjakan), atau

pencapaian sekitar 50 % - 60 % (batas hak ulayat yang ada di RKT 2025

belum dibuat dan disepakati masing-masing marga).

PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan deliniasi terhadap

sebagian wilayah masing-masing desa/ulayat di dalam arealnya, dan PT

Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penataan batas secara

partisipatif antar marga/ulayat namun baru sebagian (< 80 %).

Nilai Kinerja
Indikator

(8/12)x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan

terukur

1. Verifier 4.2.1

Tersedia laporan pemetaan potensi konflik

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2 =6

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah membuat dan melaporkan
Justifikasi kepada Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat dan BPHL Wil. XVI Manowari

tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya, secara periodik setiap

6 (enam) bulan sekali meliputi :

e Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 Tahun
2023, dengan tingkat kasus konflik dalam PBPH sebesar 37,6 %
(Terkendali/Rendah), dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan
Prov. Papua Barat (Manokwari) dengan nomor resi
KGP0100002128 dan Ke BPHL Wilayah XVI dengan nomor resi :
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KGP0100002112 tanggal 30 Juni 2023 selain ini juga dikirimkan ke
KLHK dengan nomor resi : KGP0100002079 tanggal 30 Juni 2023

e Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 2 Tahun
2023, dengan tingkat kasus konflik dalam PBPH sebesar 34,47 %
(Terkendali/Rendah), dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan
Prov. Papua Barat (Manokwari) dengan nomor resi
KGP0100005117 dan Ke BPHL Wilayah XVI dengan nomor resi :
KGP0100005109 tanggal 01 Desember 2023 selain ini juga
dikirimkan ke KLHK dengan nomor resi : KGP0100005134 tanggal
01 Desember 2023

e Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 Tahun
2024, dengan tingkat kasus konflik dalam PBPH sebesar 37,6 %
(Terkendali/Rendah), dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan
Prov. Papua Barat (Manokwari) dan Ke BPHL Wilayah XVI tanggal
15 Mei 2024 selain ini juga dikirimkan ke KLHK tanggal 15 Mei 2024

e Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 2 Tahun
2024, dengan tingkat kasus konflik dalam PBPH sebesar 37,6 %
(Terkendali/Rendah), dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan
Prov. Papua Barat (Manokwari) dan Ke BPHL Wilayah XVI tanggal
13 Desember 2024 selain ini juga dikirimkan ke KLHK tanggal 13
Desember 2024

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen/laporan pemetaan

potensi dan resolusi konflik sesuai PermenLHK Nomor : P.8 Tahun 2021,

yang dibuat setiap semester dan telah dilaporkan kepada Instansi

berwenang, terdapat bukti pengirman dokumen.

Hasil Identifikasi Pemetaan Potensi Konflik di areal PT Hanurata Unit

Papua Barat meliputi :

1.  Konflik Pembagian Fee Kompensasi Hak Ulayat antara Marga
Fenentiruma Watora dan Marga Anofa (lokasi Camp Bahumia KM
28), Semester 1 Tahun 2023

2.  Konflik permintaan kenaikan harga kubikasi (fee kompensasi) kayu
(lokasi Kantor PT Hanurata Kaimana), Semester 2 Tahun 2023

3. Konflik Pergantian Petuanan tertua dalam Hak Ulayat Marga Soba
(lokasi Areal Logpond Camp Bahomia), Semester 1 Tahun 2024

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan hasil identifikasi konflik

yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6

bulan sekali kepada instansi berwenang.

2. Verifier 4.2.2 | : | Tersedia mekanisme resolusi konflik
Bobot 1
NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2 x1=2
Ringkasan | e PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memilki dokumen
Justifikasi prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian

konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH tertuang dalam :
Prosedur  Mekanisme Penyelesaian  Konflik (SOP  No.
HNT/PL/446.21b) Rev.3 tanggal tanggal 1 April 2022, disiapkan
Asisten Manajer Bidang PH, diperiksa Manajer Camp dan disetujui
Manajer Unit.
a) Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen prosedur resolusi
konflik sesuai dimaksud butir a) :
Telah mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi;
Telah disosialisasikan kepada pihak terkait;
Belum disepakati oleh para pihak terkait
SOP ini telah sesuai dengan P. 8 tahun 2021 lampiran V dimana telah
menjelaskan nilai kategori konflik/penilaian status konflik serta rencana
resolusi konflik. SOP ini telah disosialisasikan kepada masyarakat tanggal
4 Februari 2023, akan tetapi baru di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Werafuta,
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Desa Rauna dan Desa Tairi, sedangkan untuk Desa Bahomia dan Desa
Ubia belum disosialisasikan/belum disepakati.

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme resolusi konflik dalam
bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang
ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak.

3. Verifier 4.2.3

Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan
pendanaan

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3 X1 =3

ngk_asa_n a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki Struktur
Justifikasi

organisasi penyelesaian konflik sesuai dengan keputusan Manajer
Unit Nomor 11/HNRT-PB-KMN/SK.MU/11/2021 tentang Organisasi
Penyelesaian Konflik PT Hanurata Unit Papua Barat dengan
masyarakat Pemilik Hak Ulayat yang terdiri dari :
- Manajer Unit sebagai ketua tingkat unit dan camp.
- Asisten Manajer Unit Bidang Pengawasan sebagai wakil ketua
tingkat unit dan camp.
- Asisten Manajer Unit Bidang Pengelolaan Hutan sebagai
anggota ketua tingkat unit dan camp.
- Asisten Manajer Unit Bidang Umum sebagai anggota tingkat
unit dan camp.
- Manajer Camp sebagai ketua tingkat camp.
- Asisten Manajer Camp Bidang Pemanfaatan Hutan sebagai
wakil ketua tingkat camp.
- Asisten Manajer Camp Bidang Umum sebagai anggota tingkat
camp.
- Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat dan Lingkungan sebagai
anggota tingkat camp.
- Petuanan Pemilik Hak Ulayat atau yang mewakili sebagai wakil
pemilik hak ulayat.
- Seluruh penyelesaian konflik dengan masyarakat di tingkat
camp diharapkan selesai di tingkat camp, apabila belum,
dapat diajukan ke tingkat unit.

b) PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyusun Rencana Kerja
Penyelesaian Konflik Tahun 2023, anggaran meliputi kegiatan
proses mediasi konflik antar marga (di Camp Bahumia KM 28)
sebesar Rp. 100.000.000,-

c) PT Hanurata Unit Papua Barat Rencana Kerja Penyelesaian Konflik
Tahun 2024, untuk penyelesaian Konflik Pergantian Petuanan
Tertua dalam Hak Ulayat Marga Soba (Areal Logpond Camp
Bahomia) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki struktur

organisasi/lembaga penanganan konflik yang melibatkan para pihak,

serta telah menyiapkan Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahun 2023

& Tahun 2024 dan sesuai dengan kebutuhan yang pengalokasiannya

menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan

perundangan.

4, Verifier 4.2.4

Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan
konflik

Bobot

1
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NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x1 =3
Ringkasan a) PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan rencana
Justifikasi resolusi konflik di areal PBPH nya, sesuai dokumen pemetaan konflik

yang disusun berdasarkan hasil pemetaan konflk dan telah
melibatkan para pihak.

b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat :

- sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada
tahun sebelumnya;

- tata waktu;

- alokasi sumber daya (SDM dan biaya);

- mekanisme kerja;

- monitoring; dan

- Evaluasinya

c) Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahun 2023, terkait konflik
Pembagian Fee Kompensasi Hak Ulayat antara Marga Fenentiruma
Watora dan Marga Anofa (Camp Bahumia KM 28) dengan sebesar Rp.
100.000.000,-

d) Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahun 2024, untuk penyelesaian
Konflik Pergantian Petuanan Tertua dalam Hak Ulayat Marga Soba
(Areal Logpond Camp Bahomia) dengan anggaran sebesar Rp.
100.000.000,

Wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dengan Bpk. Petrus

Tanggarofa (Bamuskam Desa Werafuta ), Ilbu Oktavina Ida Aboda (

Bamuskam Desa Ubia), Bpk. Abraham Diki Amiri (Kepala Dusun Desa

Ubia), Bpk. Agustinus Uro (Petuanan Desa Rauna), Bpk. Hendrik

Wanana (Sekdes Desa Baumia), dan Bpk. Zakarias Soba (Petuanan

Desa Bahumia), diperoleh informasi bahwa selama periode audit tidak

ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, konflik

yang ada hanya konflik antara marga dengan marga terkait batas hak
ulayat.

Di sekitar Camp Bahomia ditemukan kebun lama milik masyarakat (Tahun

2010) di areal PT Hanurata Unit Papua Barat yang ditanami pala, pisang,

umbi-umbian oleh 2 (dua) orang seluas 0,5 Ha. Resolusi konflik yang

dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan sosialisasi pada tanggal 4

Februari 2023 agar tidak merambah hutan dan hasilnya kebun yang ada

tidak bertambah dan masyarakat pemilik kebun telah menandatangani

surat pernyataan bahwa tidak akan memperluas kebun yang ada di buffer
zone tanggal 27 Agutsus 2023 ditadatangani oleh Zakarias Soba dan

Nehenia Goga .

PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyusun rencana anggaran

resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang dibuat setiap

tahun yang memuat sasaran, tata waktu dan alokasi SDM & biaya, dalam
penyusunannya telah melibatkan para pihak (seperti Petuanan Marga,

Kepala Desa, Kepala Dusun, dll.).

PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyusun rencana resolusi konflik

berdasarkan hasil pemetaan konflik yang dibuat setiap tahun yang

memuat sasaran, tata waktu dan alokasi SDM & biaya, namun dalam
penyusunannya telah melibatkan para pihak.

5. Verifier 4.2.5

Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =4

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen pelaksanaan
Justifikasi penanganan konflik yang ada di areal meliputi :

a) Berdasarkan telaahan terhadap Laporan Pemetaan Potensi dan
Resolusi Konflik PT Hanurata Unit Papua Barat yang tersedia, di areal
PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat selama periode audit tidak
terdapat konflik yang serius antara masyarakat dan perusahaan,
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konflik yang ada hanya konflik antara marga dengan marga terkait
batas hak ulayat (pembagian fee kompensasi).

b) Hasil observasi lapangan di areal PT Hanurata Unit Papua Barat
ditemukan kebun lama (Tahun 2010) yang telah ditanami Pala,
Pisang, Umbi-umbian dan buah-buahan oleh 2 (dua) orang dari
masyarakat sekitar dengan luasan total 0,5 Ha. Resolusi konflik yang
dilakukan oleh perusahaan terhadap pemilik ladang adalah dengan
mensosialisasikan larangan perambahan hutan, hingga pada
pelaksanaan audit (tahun 2025), tidak ada penambahan luas kebun
tersebut bahkan kebun yang ada sudah tidak aktif lagi. Lokasi ini telah
dipetakan dengan skala 1:15.000 dengan dilengkapi keterangan
nama pemilik, luasan dan jenis tanaman.

c) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) :

v terdokumentasi berupa laporan seperti tersebut pada point a)
diatas

v" belum dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua
Barat dan BPHL XVI Manokwari.

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen kronologis

penyelesaian konflik yang ada di areal, dan PT Hanurata Unit Papua

Barat telah membuat laporan realisasi pelaksanaan penanganan konflik,

namun belum menyampaikannya kepada instansi yang berwenang.

Nilai Kinerja
Indikator

(18/21)x100 % = 85,71 % (BAIK)

Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1. Verifier 4.3.1

Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat melakukan kegiatan pendataan
Justifikasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT

Hanurata Unit Papua Barat tertuang :

a) Studi Data Dasar Sosial Ekonomi di Areal PT Hanurata Unit Papua
Barat Kaimana Papua Barat Tahun 2016. Tidak ada update terhadap
dokumen ini

b) Laporan Penilaian Hutan Bernilai Konservasi Tinggi di Areal PT
Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2016, belum dilakukan update
data

c) Peta Wilayah Kelola Adat/Ulayat di dalam Areal PT Hanurata skala 1:
375.000. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai hak ulayat
masyarkat yang berada di dalam areal kerja PT Hanurata Unit Papua
Barat

d) Peta Wilayah Kelola Adat/Ulayat dan Tempat Keramat dengan skala
1:375.000. terdapat satu makam yang dikramatkan

e) Peta Sebaran Kampung dalam areal PT Hanurata Unit Papua Barat
skala 1: 100.000, terdapat informasi desa binaan 5 (lima) desa binaan

f) Peta kebun di sekitar areal Buffer Zone Bahomia dengan skala
1:15.000 a.n Zakarias Soba (0,25 Ha), Nehemia Goga (0,25 Ha)
ditanami pala, pisang, ubi-ubian dan buah-buahan

g) Daftar Tenaga Kerja PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2023 dan
Tahun 2024
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h) BA Serah Terima Bantuan kegiatan Kelola Sosial PT Hanurata Unit
Papua Barat Tahun 2023 - 2024, tersedia sesuai dengan kegiatannya

i)  BAST Pembayaran Fee Kompensasi PT Hanurata Unit Papua Barat
Tahun 2023 dan Tahun 2024, tersedia lengkap

j)  PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki laporan/dokumen terkait
pemanfaatan HHBK yang tertuang dalam aktivitas masyarakat di
areal tahun 2023, terdapat informasi memanfaatkan HHBK di dalam
areal oleh masyarakat Desa Werafuta dan Desa Tairi dengan
kegiatan meliputi : memetik buah pala, berburu rusa, babi, dan
lainnya

k) Tidak memiliki dokumen/laporan dampak sosial akibat kegiatan PT
Hanurata Unit Papua Barat terhadap masyarakat sekitar

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud
butira -f):
Data dan informasi tidak mencakup seluruh desa yang berada di
sekitar areal PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat
Tidak dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali.

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen atau data dan informasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang
PBPH tersedia sebagian dan tidak diperbaharui dalam lima tahun
terakhir.

2. Verifier 4.3.2

Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat felah menetapkan kebijakan atau
Justifikasi prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen :

e SOP Kelola Sosial (No. HNRT/P-PHAPL/446.21a) Rev. 2 tanggal
terbit 1 April 2022

e  SOP Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hutan (No.
HNT/PL/446.57) Rev.1 tanggal terbit 15 Januari 2015

e  SOP Pemenuhan Hak Masyarakat Adat (No. HNRT/P-
PHAPL/446.21c) Rev.1 tanggal terbit 15 Januari 2015

e  SOP Distribusi Manfaat (No. HNRT/PL/446) Rev.1 tanggal terbit 15
Januari 2015

e  SOP Administrasi Personalia (No. HNRT/P-PHAPL/441.03) Rev.1
tanggal terbit 15 Januari 2015

e  SOP Distribusi Insentif (No. HNRT/PL/446,58) Rev.1 tanggal terbit
15 Januari 2015

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a-

f), dinilai telah mencakup seluruh kegiatan terhadap masyarakat

setempat dan diimplementasikan dalam :

1. Realisasi kegiatan kelola sosial PT Hanurata Unit Papua Barat Tahun
2023 dan Tahun 2024

2. Pembayaran Kompensasi kepada masyarakat sekitar sesuai
kesepakatan dengan masing-masing marga

Prosedur tersebut telah mengakomodir peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi produktif masyarakat dimana aktivitas masyarakat ke
dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap
diperbolehkan, namun belum seluruhnya mengacu kepada pedoman
teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan seperti belum mengacu
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kepada peraturan yang terbaru seperti : PermenLHK Nomor P.8 Tahun
21 dan PermenLHK Nomor P.9 Tahun 2021 dan peraturan lainnya.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi
bahwa masyarakat sekitar telah mendapatkan informasi dan mengetahui
terkait kegiatan operasional PT Hanurata Unit Papua Barat di wilayahnya

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme terkait peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah
disosialisasikan kepada masyarakat setempat, dan sudah diimplementasi
melalui program PMDH dan Pembayaran Fee Kompensasi, namun
belum mengacu kepada peraturan yang terbaru

3. Verifier 4.3.3

Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat felah menetapkan upaya
Justifikasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat, tertuang dalam :

a) Dokumen RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat yang telah
disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK Nomor
SK.8779/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 November
2021 periode Tahun 2022-2031

b) RKTPH Tahun 2023 no 531/SKEP/DIR/A/RKT/HNT.PB/XII/2022
tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sugiono
(Direktur Utama)

c) RKTPH Tahun 2024 No. 500/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2023tanggal 31
Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sugiono (Direktur Utama)

d) Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2024
(dalam laporan Sipashut)

e) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Hutan pada PBPH dengan
Masyarakat Marga Fenetiruma Kampung Rauna Distrik Kambrauw
tanggal 6 Maret 2023 terkait Fee Kompensasi

f)  Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Hutan pada PBPH dengan
Masyarakat Marga Tanggarofa Kufuriai Manggera Distrik Arguni
Bawah tanggal 16 Juni 2022 terkait Fee Kompensasi

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a-f),
dinilai belum mencakup seluruh kegiatan terhadap masyarakat setempat.
Hasil wawancara dengan pendamping kelola sosial dan wakil masyarakat
sekitar diperoleh informasi bahwa program peningkatan ekonomi dari
perusahaan hanya berupa : pembayaran kompensasi kayu, penerimaan
tenaga kerja lokal, honor aparat pemerintah desa dan petuanan marga,
belum ada program pemberdayaan masyarakat serta belum
seluruhnya mengakomodir aspirasi masyarakat

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen rencana pemegang

PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, serta baru

mengakomodir sebagian aspirasi masyarakat.

4, Verifier 4.3.4

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui
pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan

lainnya
Bobot 2
NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan implementasi kegiatan
Justifikasi peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam :
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a) Peningkatan Ekonomi dalam realisasi kegiatan kelola sosial
Tahun 2023 - 2024, kegiatan yang ada berupa bantuan saja tidak
ada kegiatan peningkatan ekonomi produktif, atau sebesar 0 %

b) Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal :

v' Tahun 2023 pemanfaatan tenaga kerja lokal sebesar 41,13 %
(109 orang dari 265 orang karyawan)
v' Tahun 2024 pemanfaatan tenaga kerja lokal sebesar 37,89 %
(61 orang dari 161 orang karyawan)
<~ Rata-rata sebesar = 39,81 %

c) Tidak ada kontraktor/kerjasama kemitraan dengan masyarakat
lokal, atau sebesar 0 %

d) Pembayaran Kompensasi kepada masyarakat sesuai
kesepakatan Tahun 2023 dan tahun 2024, sudah dibayarkan
(terdapat bukti pembayaran), atau sebesar 100 %

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi produktif
masyarakat sekitar oleh PT Hanurata Unit Papua Barat sebesar :

(0+39,81+0+100) % : 3 = 34,95 % ( < 50%)

PT Hanurata Unit Papua Barat telah mengimplementasikan kegiatan
peningkatan ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi
produktif berkelanjutan lainnya, mencapai 34,95 % (< 50 %) dari rencana,
tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Nilai Kinerja
Indikator

(10/15)X 100 % = 66,67 % ( SEDANG )

Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku

1. Verifier 4.4.1

Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial
dan lingkungan Pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =4

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki hasil identiifikasi
Justifikasi kebutuhan masyarakat yang prosesnya melibatkan masyarakat desa

terdampak dan/atau pihak terkait lainnya meliputi :

a) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Hutan pada PBPH dengan
Masyarakat Marga Fenetiruma Kampung Rauna Distrik Kambrauw
tanggal 6 Maret 2023. Pada dokumen ini dijelaskan terkait batas,
pembayaran kompensasi sesuai dengan SK Gubernur Propinsi
Papua Barat No 5 Tahun 2014 dimana Jenis Merbau Rp 100.000/m?
dan jenis non Merbau Rp 40.000/m3. Pembayaran kompensasi
dibayarkan selambat-lambatnya 7-10 hari setelah selesai pemuatan
(loading), terdapat tata cara peminjaman, ganti rygi tanaman
kehidupan seperti pala yang tidak sengaja rusak Rp 2.000/m? .

b) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Hutan pada PBPH dengan
Masyarakat Marga Tanggarofa Kufuriai Manggera Distrik Arguni
Bawah tanggal 16 Juni 2022. Pada dokumen ini dijelaskan terkait
batas, pembayaran kompensasi sesuai dengan SK Gubernur
Propinsi Papua Barat No 5 Tahun 2014 dimana Jenis Merbau Rp
100.000/m® dan jenis non Merbau Rp 40.000/m3. Pembayaran
kompensasi dibayarkan selambat-lambatnya 7-10 hari setelah
selesai pemuatan (loading), terdapat tata cara peminjaman.
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Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dengan Bpk. Petrus
Tanggarofa (Bamuskam Desa Werafuta ), lbu Oktavina Ida Aboda (
Bamuskam Desa Ubia), Bpk. Abraham Diki Amiri (Kepala Dusun Desa
Ubia), Bpk. Agustinus Uro (Petuanan Desa Rauna) dan Bpk. Hendrik
Wanana (Sedes Desa Bahumia), Bpk. Zakarias Soba (Petuanan Desa
Bahomia), diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan
sosialisasi kegiatan kelola sosial yang akan dilaksanakan oleh PT
Hanurata Unit Papua Barat di masing-masing desanya.

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil
identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab
sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa
terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/
konsultasi/ koordinasi dan sebagian telah disepakati program prioritas.

2. Verifier 4.4.2

Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan
lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen rencana kerja
Justifikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas

sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan

anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen :

a) Dokumen RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat yang telah
disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK Nomor
SK.8779/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 November
2021 periode Tahun 2022-2031

b) RKTPH Tahun 2023 no 531/SKEP/DIR/A/RKT/HNT.PB/XII/2022
tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sugiono
(Direktur Utama)

c) RKTPH Tahun 2024 No. 500/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2023tanggal 31
Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sugiono (Direktur Utama)

d) Rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat
Tahun 2023 dan Tahun 2024

e) Kesepakatan antara PT Hanurata Unit Papua Barat dengan
masyarakat sekitar terkait Kompensasi Produksi Kayu dan
kompensasi pemakaian log yard

f)  Penerimaan Tenaga Kerja dari masyarakat sekitar sebagai karyawan
perusahaan

Rencana Kegiatan tanggung jawab yang dilakukan sebagian hasil

identifikasi yaitu berupa kompensasi produksi kayu dan pemakaian

logyard melalui kesepakatan marga dengan perusahaan, untuk program
pemberdayaan atau kelola sosial lainnya belum direncanakan.

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar,

diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi

terkait tanggung jawab sosial dari PT Hanurata Unit Papua Barat, kegiatan
kelola sosial PT Hanurata Unit Papua Barat, sebagian yang mencakup
program prioritas sasaran yang jelas

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen rencana kerja tanggung

jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas

sasaran yang jelas, sarana prasarana PBPH dan anggaran serta
didasarkan hasil identifikasi.

3. Verifier 4.4.3

Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan
lingkungan oleh pemegang PBPH

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki mekanisme terkait implementasi
Justifikasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antar lain :
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a) SOP Kelola Sosial (No. HNRT/P-PHAPL/446.21a) Rev. 2 tanggal
terbit 1 April 2022
b) SOP Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hutan (No.
HNT/PL/446.57) Rev.1 tanggal terbit 15 Januari 2015
c) SOP Pemenuhan Hak Masyarakat Adat (No. HNRT/P-
PHAPL/446.21c) Rev.1 tanggal terbit 15 Januari 2015
d) SOP Distribusi Manfaat (No. HNRT/PL/446) Rev.1 tanggal terbit 15
Januari 2015
e) SOP Administrasi Personalia (No. HNRT/P-PHAPL/441.03) Rev.1
tanggal terbit 15 Januari 2015
f) SOP Distribusi Insentif (No. HNRT/PL/446,58) Rev.1 tanggal terbit
15 Januari 2015
SOP/Prosedur yang ada telah sesuai dengan kegiatan PT Hanurata Unit
Papua Barat di lapangan dan telah disahkan oleh yang berwenang dan
telah diimplementasikan dalam kegiatan :
a) Pembayaran Kompensasi kepada masyarakat sekitar sesuai
kesepakatan
b) Kegiatan kelola sosial PT Hanurata
c) Penerimaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar
Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia belum seluruhnya
mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-
undangan seperti : PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 dan P.9 Tahun
2021 dan lainnya
PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki sebagian mekanisme
implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan
yang menjamin terlaksananya program prioritas dan telah mendapat
pengesahan dari yang berwenang.

4, Verifier 4.4.4

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan
lingkungan oleh pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =4

Ringkasan PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan kegiatan sosialisasi
Justifikasi

kepada masyarakat sekitar dengan bukti sebagi berikut :

a) BA Sosialisasi PT Hanurata Unit Papua Barat telah tahun 2023
tanggal 4 Februari 2023 (1/BA/HNRT-KMN/I1/2023) dilakukan di tiga
Desa, yaitu Desa Rauna, Desa Tairi, dan Desa Rauna

b) BA Sosalisasi Visi Misi, Kelola Sosial, Kawsan Lindung, Bahaya
Kebakaran, lllegal Logging, Perambahan dan Perburuan PT
Hanurata Unit Papua Barat (No.1/BA/HNRT-KMN/VII/2024 tanggal 1
Juli 2024, bertempat di Kantor Kaimana (peserta 18 orang)

c) BA Sosalisasi Visi Misi, Kelola Sosial, Kawsan Lindung, Bahaya
Kebakaran, lllegal Logging, Perambahan dan Perburuan PT
Hanurata Unit Papua Barat (No.1/BA/HNRT-KMN/I/2025 tanggal 20
Januari 2025, bertempat di Kantor Kaimana (peserta 19 orang)

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi
bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat terkait kegiatan operasional PT Hanurata Unit Papua
Barat, sosialisasi tanggung jawab kepada masyarakat telah dilakukan,
akan tetapi terkait program prioritas kegiatan tidak disampaikan pada
masing-masing desa binaan.

5 Verifier 4.4.5

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh
pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen rencana dan
Justifikasi realisasi kegiatan Kelola Sosial selama periode audit :
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a) Laporan Rencana dan realisasi Kelola Sosial PT Hanurata Unit
papua Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024
b) BA Serah Terima kegiatan kelola sosial PT Hanurata Unit Papua
Barat Tahun 2023 dan tahun 2024
c) Pembayaran Kompensasi sesuai kesepakatan (sebelumnya Rp.
100.000/m?® dinaikan menjadi Rp. 125.000/m3) untuk yang punya
wilayah ulayat di blok RKT dan Rp.25.000/m3 untuk yang punya
ulayat logpond
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT
Hanurata Unit Papua Barat tahun 2023 sebesar 100,47 % dan Tahun
2024 sebesar 110,32 %, rata-rata pemanfaatan tenaga kerja dari
masyarakat lokal sebesar 39,41 % dan pembayaran fee kompensasi100
%, sehingga rata-rata keseluruhan sebesar 87,55 %, realisasi kegiatan
paling besar meliputi pembayaran kompensasi dan honor tokoh
masyarakat.
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi
bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat telah melaksanakan tanggung
jawab Sosial dan lingkungan sesuai dengan yang telah disepakati serta
kegiatan Kelola Sosial PT Hanurata Unit Papua Barat yang dilaksanakan
meliputi : Pembayaran Honor Tokoh Adat ( Rp. 27,5 juta/bln), bantuan
sarpras dan kegiatan desa lainnya untuk 5 (lima) desa (@ Rp. 10
juta/tahun) dan Pembayaran Kompensasi (produksi kayu dan pemakaian
logyard), dan didukung dengan dokumentasi yang lengkap.
PT Hanurata Unit Papua Barat telah merealisasi pelaksanaan tanggung
jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai
88,49 % dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap,
namun kegiatannya sebagian besar berupa pembayaran honor tokoh
masyarakat dan pembayaran kompensasi dan telah dilaporkan secara
periodik secara on line.

Nilai Kinerja
Indikator

(16/24)x 100 % = 66,67 % ( SEDANG )

Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1. Verifier 4.5.1

Ketersediaan sarana hubungan industrial

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki sarana hubungan
Justifikasi industrial terhadap karyawannya tertuang dalam:

a) Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2023-2025, yang disahkan oleh
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat
nomor: KEP 560/54/PP PT Hanurata/2023 Tentang Pengesahan
Peraturan Perusahaan PT Hanurata tanggal 18 September 2023,
dengan masa berlaku hingga 20 Agustus 2025.

b) Tersedia BA Sosialisasi PP kepada karyawan PT Hanurata Unit
Papua Barat, berupa penyampaian unsur - unsur induksi uum dan
K3

c) Terdapat surat pernyataan Management Unit yang di tandatangani
oleh Ir Untung Karyadi (Manager Camp) tanggal 8 Januari 2015
tentang pemberian kebebasan kepada karyawan/karyawati untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja seluruh
Indonesia

d) Surat Pernyataan Direktur Utama PT Hanurata Tanggal 3 Februari
2025, tentang PT Hanurata Unit Papua Barat membolehkan
karyawan/karyawati untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan
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e)

9)

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tidak diskriminatif dalam
perekrutan karyawan dan tidak memperkerjakan anak dibawah
umur.

PT Hanurata Papua Unit Barat memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit
sesuai SK Keputusan Manajer Unit PBPH PT Hanurata Unit Papua
Barat No 5/Lembaga Kerja SRT-PB-KMN/SK.MU/V1/2023 tentang
revisi SK Manager Unit No 10/SK/MU/HNRT-PB-KMN/IX/2018
tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit tanggal
26 Juni 2023 dan telah disampaikan ke Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tanggal 26 Juni
2023

PT Hanurata Papua Barat telah memiliki mekanisme penyelesaian
keluh kesah yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode
2023-2025,tertuang dalam pasal 32

PT Hanurata Papua Unit Barat telah menjadi anggota organisasi
pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan
nomer member 376

Tersedia dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Hanurata
Papua Unit Barat yang disampaikan ke Disnakertrans tahun 2023
(dilaporkan pada 5/1/ 2024); dan Tahun 2024 (dilaporkan pada
17/02/ 2025)

Terdapat contoh SPK an. Diah Arfahyani, S Hut (PKWT/bulanan),
Petrus Nega (PKWT/Harian) dan Sunoto (PKWT/Borongan), dan
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an.
Fransiskus Xaverius Sery (Pembantu Opr. Traktor), pada waktu
masuk kerja berumur 19 tahun dan 7 bulan

PT Hanurata Papua Unit Barat telah memiliki dokumen sarana hubungan
industrial yang legal dan lengkap dan telah memiliki mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.

2. Verifier 4.5.2

Implementasi kebijakan standar jenjang karier.

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan »  PT Hanurata Papua Unit Barat memiliki mekanisme terkait standar
Justifikasi jenjang karir yang dituangkan dalam :

a) Struktur organisasi PT Hanurata Papua Unit Barat

b) Peraturan Perusahaan (PP) PT Hanurata Papua Unit Barat
Periode Tahun 2023 - 2025 Bab Il Pasal 12 tentang Mutasi dan
Demosi

c) SOP Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Jabatan dan
Kompetensi Jabatan No. HNT/PL/441.01 revisi 1 tanggal 5
Januari 2015

d) SOP Perencanaan Tenaga Kerja No. HNRT/PL/441.03b revisi
2 tanggal 1 April 2023

e) SOP No. HNRT/P-PHAPL/441.03a tentang Administrasi
Personalia, revisi 1 tanggal 15 Januari 2015

f)  SK Manager Camp Nomor : 001/MGR-HNRT/SK-PJ/XII/2024
tanggal 15 Desember 2024 tentang SK Perubahan Jabatan an.
David dari Harian Binhut menjadi Operator Bomag
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» Implementasinya :

Promosi Karyawan PT Hanurata Papua Unit Barat Tahun 2025

No Nama Jabatan Jabatan Keterangan
sebelumnya Promosi
1 Reguel Yulius | Harian umum Bulanan crew | Perubahan
umum status
2 Rivaldi Yosua | Harian persemaian Bulanan crew | Perubahan
Koagouw persemain status
3 Valentinus Harian persemaian Bulanan crew | Perubahan
Sabar persemain status
Maturbongs
4 Marco Harian helper | Bulanan helper | Perubahan
Lorens mekanik mekanik status
Metanleru
5 David Harian Perc & Binhut | Operator Mutasi
Compactor jabatan
6 Nadus Amor | Harian Perc & Binhut | Bulanan crew | Mutasi
persemain jabatan

Pada periode tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat implementasi jenjang
karir, dikarenakan pada tahun awal tahun 2024 terdapat program
rasionalisasi dari perusahaan karyawan dirumahkan dan pada bulan
Agustus 2024 perusahaan mulai beroperasi kembali

Hasil telaahan terhadap dokumen dan wawancara dengan Bagian HRD,
diperoleh informasi bahwa dalam struktur organisasi yang telah disahkan
oleh Direksi PT Hanurata Papua Unit Barat tanggal 3 Februari 2025, masih
banyak ditemukan perangkapan jabatan oleh satu orang.

PT Hanurata Papua Unit Barat memiliki kebijakan standar jenjang karier
yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), akan
tetapi baru sebagian diimplementasikan (tidak terdapat rencana
promosi, namun terdapat implementasinya)

Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) PT Hanurata Papua Unit Barat memiliki mekanisme pengembangan
Justifikasi kompetensi SDM tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT

Hanurata Papua Unit Barat Periode 2023 - 2025 Bab Il Pasal 11
tentang Pengangkatan karyawan

b) Implementasi pengembangan kompetensi SDM melalui rencana dan
realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan sbb:

1. Tahun 2023 rencana 8 jenis pelatihanan dengan peserta 16
orang telah terealisasi 3 pelatihan ( 37,5 %) dengan peserta 6
orang ( 37,5 %)

2.  Tahun 2024 rencana 5 jenis pelatihanan dengan peserta 8
orang telah terealisasi 4 pelatihan ( 80,00 %) dengan peserta 4
orang ( 50,00 %)

Rata-rata pelatihan kepada karyawannya PT Hanurata Papua Unit Barat
sebesar untuk Jenis Pelatihan 58,75 % dan jumlah Peserta 43,75 %,
sedangkan pelatihan yang tidak direncanakan mencapai 533 %.

Hasil telaahan terhadap rencana dan realisasi pelatihan tersebut diatas,
PT Hanurata Papua Unit Barat memiliki dokumen rencana
pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan
kebutuhan promosi, namun masih terdapat kekurangan ganis ( Binhut
dan PKB-R) serta ditemukan perangkapan jabatan serta belum tersedia
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rencana pengembangan kompetensi SDM untuk kebutuhan promosi
yang dibuat setiap tahun.

4, Verifier 4.5.4

Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Hanurata Papua Unit Barat dan
Justifikasi implementasinya meliputi :

a) PT Hanurata Papua Unit Barat memiliki mekanismepengembangan
kompetensi SDM tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT
Hanurata Papua Unit Barat Periode 2023 - 2025 Bab VI, X, XI Pasal
24 - 59

b) SK Gubernur Papua Barat No. 561/252/11/2022 tanggal 18
November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Papua Barat Tahun
2023 sebesar Rp. 3.282.000,-

c) SK Gubernur Papua Barat No0.500.15/260/11/2023, tanggal 21
November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Papua Barat Tahun
2023 sebesar Rp. 3.393.500,-

d) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. Petrus Nega, dan
Timotius upah yang diterima di atas UMK Kab. Papua Barat yang
berlaku

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari 2025
sebesar Rp. 50.113.404,- contoh kartu BPJS Ketenagakerjaan an.
Jhon R. Sawaki, Boy Amin, Febran Ignatius Parapak dan
Febriyanto Yogi Pratama Jaka

f)  Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Januari 2025 sebesar
Rp.30.908.250,- , contoh kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Zadrak
Saroa, Sunoto, Abdullah Bugis dan Paidi

g) DiCamp PT Hanurata Papua Unit Barat telah memiliki tenaga medis
di camp KM 22 (Ubia), dan Camp KM 10 ( Bahomia) papabila ada
karyawan yang sakit dirujuk ke Puskesmas terdekat di Distrik Waho
atau ke Kab. Kaimana dengan fasilitas BPJS Kesehatan

h) Terdapat Nota Kesepakatan Kerjasama dengan UPTD Puskesmas
Waho Nomor 440/029/PKM-WAHO/2025 tanggal 1 Februari 2025
tentang kerjasama dalam hal penanganan kesehatan di Camp PT
Hanurata Unit Papua Barat.

i)  Hasil Observasi terhadap fasilitas kesejahteraan yang ada di Base
Camp PT Hanurata Papua Unit Barat yang ada di KM 0, KM 22 dan
KM 35 (Camp Ubia) dan KM 0, KM 10 (Camp Bahumia), fasilitas
kesejahteraan yang ada cukup representatif dan memadai (layak).

Wawancara dengan wakil karyawan Camp Ubia (an. DA, PN, AB ) dan

Karyawan Camp Bahumia (IH dan FM), diperoleh informasi bahwa PT

Hanurata Papua Unit Barat memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan

kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan serta

telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada
karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku

PT Hanurata Papua Unit Barat memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan

kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan serta

telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada
karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nilai Kinerja
Indikator

(15/18)x 100 % = 83,33 % (BAIK)
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2.2. PEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Prinsip 1.

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1 | Verifier Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
1.1.1.a.
Nilai Memenuhi
Ringkasan 1) PT Hanurata Unit Papua Barat merupakan Perizinan Berusaha
Justifikasi Pemanfaatan Hutan untuk pemanfaatan hutan alam dengan dokumen

legal sesuai keputusan Menteri yang menangani masalah kehutanan
sebagai berikut :

a) SK Menteri Kehutanan No. SK. 859/ Menhut-11/2014 tanggal 29
September 2014, legal dan absah dan terdapat peta lampiran skala
1:250.000 berlaku untuk 30 tahun sampai dengan 24 Februari 2044.

b) Terdapat addendum SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 575/MENKLHK/
SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021yang mengubah
sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam.

Hasil overlay areal PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Peta

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat

sampai dengan Tahun 2021 Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Menteri

Kehutanan No. SK.6627/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27

Oktober 2021) Peta Penafsiran Citra Landsat 9 OLI Band 654+8 Path 117

Row 58 Liputan tanggal 6 November 2022 diketahui bahwa kondisi areal

PT Hanurata Unit Papua Barat berada pada kawasan Hutan Produksi

Terbatas (HPT) seluas 41.113 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 173.012

Ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 19.978 Ha dan

Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 367 Ha.

Terdapat dokumen legalitas terkait perseroan antara lain sebagai berikut

a) Akta Pendirian PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Akte Nomor
52 tanggal 21 September 1996 oleh Notaris Aldan Yulizar, SH. di
Jakarta.

b) Akta Perubahan Terakhir dengan Akte No. 33 tanggal 20 September
2024, oleh Notaris Notaris P. Suandi Halim, S.H. di Jakarta dan telah
terdaftar pada Daftar Perseroan di Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-
0281219.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 23 Desember 2024
sebagaimana Surat Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-
AH.01.09-0292142 tanggal 23 Desember 2024.

Susunan Direksi :

1. Direktur Utama : Achmad Tanribali Lamo

2. Direktur Umum : Danny Bimo Hendro Utomo
3. Direktur Usaha Kehutanan : Ir. Hartoyo Salim

Susunan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Nurdin Zainal
2. Komisaris : Burhanudin Amin

Dewan Penasihat :
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1. Penasihat | : Mohamad Jarman, SE
2. Pensihat I : Maliki Mift.

c) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha
(NIB) No. 9120009261716 atas nama PT Hanurata tanggal 11
Februari 2019 dan Perubahan Ke-1 tanggal 3 Mei 2024 dengan KBLI
terkait pengusahaan hutan No. 02121 Pemanfaatan Kayu Hutan

Alam
d) NPWP atas nama PT Hanurata Unit Papua Barat No. 01.003.047.6-
951.002
2 | Verifier : | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak
1.1.1.b pengelolaan (N/A jika tidak ada)
Nilai : | Not Applicable (N/A)
Ringkasan : | Pada areal PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat diverifikasi tidak dijumpai
Justifikasi adanya penggunaan areal izin atau areal kerja yang sah baik berupa

perizinan PPKH maupun perizinan lainnya yang sah dari instansi lainnya.

Prinsip 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1 | Verifier : | Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH)
21.1.a. dengan lampiran- lampirannya.
Nilai : | Memenuhi
Ringkasan : | PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen RKUPH PBPH berupa SK,
Justifikasi bulu RKUPH dan Lampiran Peta untuk Periode Tahun 2022-2031 atas nama

PT Hanurata Unit Papua Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor :
8779/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 Tanggal 30 Desember 2021
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 — 2031 atas nama PT
Hanurata Provinsi Papua Barat. SK Pengesahan RKUPH ditandatangani a.n.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001)
pada tanggal 30 Desember 2021 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh PIt.
Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Adhi Suprihadhi, S.Hut. M.Sc.
/ NIP 19771132005011005) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. SK RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31

Desember 2031.
2 | Verifier : | Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah
2.1.2.b. disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional
di bidang kehutanan

e Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.

e Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut
Nilai : | Memenuhi
Ringkasan : | Dokumen RKUPH
Justifikasi Tersedia dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT

Hanurata Unit Papua Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor : 8779/MenLHK-
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PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan Periode Tahun 2022 — 2031 atas nama PT Hanurata Provinsi Papua
Barat. SK Pengesahan RKUPH ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus
Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001) pada tanggal 30 Desember
2021 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh PIt. Kelapa Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik (Adhi Suprihadhi, S.Hut. M.Sc. / NIP 19771132005011005)
dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK RKUPH
Periode Tahun 2022 - 2031 berlaku sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2031.

Dokumen RKTPH

1) RKT Tahun 2023, telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT
Hanurata Unit Papua Barat No. 531/SKEP/DIR/A/RKT/XI1/2022 tanggal
30 Desember 2022. Pada RKTPH tahun 2023 direncanakan tebangan
TPTI | Blok Ubia seluas 3.700 Ha dengan volume 14.829,37 m3 dan
volume dari PWH 364,70 m3; tebangan CO 2022 TPTI | seluas 1.832 Ha
dengan volume 8.669,72 m3 dan volume dari PWH 0: dan tebangan
TPTI Il Blok Bahomia seluas 3.386 Ha dengan volume 14.394,58 m3 dan
volume dari PWH 537,40 m3. Dokumen ini telah diverifikasi pada
penilikan ke-2 sebelumnya.

2) RKT Tahun 2024, telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT
Hanurata Unit Papua Barat No. 500/SKEP/DIR/A/RKT/HNT.PB/XI1/2023
tanggal 31 Desember 2023. Pada RKTPH tahun 2024 direncanakan
seluas 12.903 Ha Volume 37.480,78 m3:

Unit | Blok Ubia

a) Target Murni RKT 2024, Luas 3.615 Ha; Jumlah Pohon 2.898 Phn;
Volume 15.094,93 m3

b) Target Carry Over RKT 2023, Luas 3.300 Ha; Jumlah Pohon 627
Phn; Volume 3.730,67 m3

Unit Il Blok Bahomia

a) Target Murni RKT 2024, Luas 3.302 Ha; Jumlah Pohon 4.137 Phn;
Volume 13.143,18 m3

b) Target Carry Over RKT 2023; Luas 2.686 Ha; Jumlah Pohon 1.777
Phn; Volume 5.512,00 m3

3) RKT Tahun 2025, telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT
Hanurata Unit Papua Barat No. 573/SKEP/DIR/A/RKT/HNT.PB/XI1/2024
tanggal 31 Desember 2024. Pada RKTPH tahun 2025 direncanakan
seluas 13.269 Ha Volume 40.976,57 m3 :

Unit | Blok Ubia
a) Target Murni RKT 2025, Luas 3.327 Ha; Jumlah Pohon 2.400 Phn;
Volume 10.287,39 m3

b) Target Carry Over RKT 2024, Luas 3.615 Ha; Jumlah Pohon 1.771
Phn; Volume 8.827,85 m3

Unit Il Blok Bahomia

a) Target Murni RKT 2025, Luas 3.025 Ha; Jumlah Pohon 4.240 Phn;
Volume 13.260,33 m3

b) Target Carry Over RKT 2024, Luas 3.302 Ha; Jumlah Pohon 2.846
Phn; Volume 8.601,00 m3.

GANISPH Canhut yang membuat Peta Lampiran RKT sebagai berikut :

1) GanisPH Canhut Stevin Valenthino, S.Hut Regiser 01230008954 dengan
Persetujuan Penugasan sebagai Ganis Canhut yang dikeluarkan oleh
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BPHL Wilayah XVI Manokwari No. 160423040, dan Penempatan No.
164440446917 masa berlaku hingga 19 Maret 2028.

2) GanisPH Canhut Junus Huka Regiser 01240022725 dengan Persetujuan
Penugasan sebagai Ganis Canhut yang dikeluarkan oleh BPHL Wilayah
XVI Manokwari No. 160225002, dan Penempatan No. 166927661550
masa berlaku hingga 29 November 2029

3 | Verifier
2.2.1. a.

Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki data potensi dari tegakan kayu alam
(tumbuh alami) yang tertuang dalam Laporan Hasil Cruising (LHC). Adapun
dokumen LHC yang tersedia pada rentang waktu audit yaitu LHC RKT Tahun
2024 dan LHC RKT Tahun 2025 dengan kelengkapan sebagai berikut:

- Tally sheet LHC setiap petak pada blok Ubia dan Blok Bahomia yang
berisi informasi nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon dan volume;

- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC)
- Peta Sebaran Pohon untuk masing-masing petak dengan skala 1 : 1.000

- Pakta Intergritas terkait kebenaran data dan informasi laporan hasil
ITSP, ditandatangani oleh GANISPH Canhut dan Direktur Utama.

Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada Blok | Ubia RKT
2024 CO RKT 2025 Petak N-66 pada koordinat S 03° 14’ 24,6” ; E 133° 15’
52,4” dan pada Blok Il Bahomia RKT 2024 CO RKT 2025 Petak AD-75 pada
koordinat S 03° 09’ 30,2” ; E 133° 24’ 26,4” dan sekitarnya dijumpai
penandaan cruising yaitu berupa label kuning berisi id barcode. Terdapat
kesesuaian antara nomor ld-Barcode dengan data tallysheet dan keberadan
pohon pada peta pohon yang dibuat dengan data. Terdapat keseesuaian
penandaan pohon dengan data di peta dan data hasil cruising.

4 | Verifier
2.21.b.

Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah
mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan
bukti implementasinya di lapangan.

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan kawasan yang tidak boleh
ditebang di dalam areal RKT 2024 dan 2025 berupa :

1) Sempadan Sungai Gusawi
2) Areal KPPN
3) Areal Kebun Benih

Uji petik pengamatan penandaan areal yang tidak ditebang pada RKT 2024
CO diketahui terdapat kesesuaian letak dan lokasi kawasan dilindungi dan
terdapat penandaan di peta dan di lapangan berupa plang kawasan lindung,
patok batas dan penandaan jalur batas dengan jenis dan lokasi koordinat
sebagai berikut:

1) Lokasi Sempadan Sungai Gusawi yang melintasi Blok RKT 2024
dan RMT 2025, dan terdapat penandaan berupa plang/ sign board
dan patok terbuat dari kayu berada pada koordinat S 03° 14’ 44,0”
dan E 133° 14’ 55,17;

2) Lokasi Sempadan Sungai Fengge yang melintasi Blok RKT 2024,
dan terdapat penandaan berupa plang/ sign board dan patok
terbuat dari kayu berada pada koordinat S 03° 09’ 17,8” dan E 133°
24’ 41,77

5 | Verifier
2.21.c

Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan
implementasinya di lapangan.

Nilai

Memenuhi
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Ringkasan PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki lampiran peta penanaman dan
Justifikasi pemanenan RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 dengan skala 1 :
50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok dan petak.
Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps
terkait penandaan batas Blok dan petak/ kompartemen dijumpai adanya
kesesuaian letak dan lokasi serta penandaan di lapangan dengan di peta
diantaranya sebagai berikut :
1) Pada lokasi Blok | Ubia terdapat penandaan batas blok RKT 2023 CO ke
RKT 2024 ditandai dengan pemasangan plang/ sign board berada pada
koordinat S 03° 17’ 13,6” E 133° 15’ 05,8”;
2) Lokasi Lokasi Blok | Ubia terdapat penandaan Batas blok RKT 2024 CO
ke RKT 2025 ditandai dengan pemasangan plang/ sign board berada
pada koordinat S 03° 14’ 30,5” E 133° 15’ 47,9”;
3) Lokasi Blok | Ubia Batas Petak M-60/M-61 RKT 2023 CO ke RKT 2024
ditandai dengan plang warna Biru dan penandaan batas cat warna
merah menyilang pada pohon sepanjang jalur pada koordinat S 03° 17’
13,7” E 133° 15’ 05,6";
4) Lokasi Blok | Ubia Batas Petak M-62/M-63 RKT 2023 CO ke RKT 2024
ditandai dengan plang warna Biru dan penandaan batas cat warna
merah menyilang pada pohon sepanjang jalur pada koordinat S 03° 16’
08,5” E 133° 15’ 04,4”;
5) Lokasi Blok | Ubia Batas Petak L-63/L-64 RKT 2023 CO ke RKT 2024
ditandai dengan plang warna Biru dan penandaan batas cat warna
merah menyilang pada pohon sepanjang jalur pada koordinat S 03° 15’
36,6” E 133° 14’ 53,6”;
6) Lokasi Blok | Ubia Batas Petak N-65/N-66 RKT 2024 CO ke RKT 2025
ditandai dengan plang warna Biru dan penandaan batas cat warna
merah menyilang pada pohon sepanjang jalur pada koordinat S 03° 14’
30,6” E 133° 15’ 47,27;
7) Pada lokasi Blok Il Bahomia terdapat penandaan batas blok RKT 2023
CO ke RKT 2024 ditandai dengan pemasangan plang/ sign board berada
pada koordinat S 03° 08’ 51,8” E 133° 25’ 14,2";
8) Pada lokasi Blok Il Bahomia terdapat penandaan batas blok RKT 2024
ditandai dengan pemasangan plang/ sign board berada pada koordinat S
03° 09’ 38,3” E 133° 24’ 29,3";
9) Lokasi Blok Il Bahomia Batas Petak AD-75/AD-74 RKT 2024 ditandai
dengan plang warna hijau dan penandaan batas cat warna merah
menyilang pada pohon sepanjang jalur pada koordinat S 03° 09’ 38,3” E
133024’ 29,3";
10) Lokasi Blok Il Bahomia Batas Persilangan 4 Petak yaitu Petak AD-75/AE-
75 dan AD-76/AE-76 RKT 2024 ditandai dengan patok dan plang silang
dicat warna merah dan penandaan batas cat warna merah menyilang
pada pohon sepanjang jalur pada koordinat S 03° 09’ 05,7” E 133° 24’
41,67;
11) Lokasi Blok || Bahomia Batas Petak AE-76/AF-76 RKT 2024 ditandai
dengan plang warna hijau dan penandaan batas cat warna merah
menyilang pada pohon sepanjang jalur pada koordinat S 03° 08’ 51,3” E
133925’ 14,2
6 | Verifier Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami
221.d pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan
budidaya tanaman.
Nilai Not Applicable (N/A)
Ringkasan PT Hanurata Unit Papua Barat tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan
Justifikasi alam dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya hutan
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tanaman, kegiatan yang dilakukan merupakan pemanenan kayu dengan
sistem silvikultur TPTI. Dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan/
Not Applicable.

Prinsip 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1 | Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
3.1.1.a
Nilai Memenuhi
Ringkasan Pada periode audit (Agustus 2023 s.d Januari 2025), PT Hanurata Unit
Justifikasi Papua Barat telah membuat/ menerbitkan buku ukur dan telah terupload di

SIPUHH mencakup tahun 2023 sejumlah 3.673 batang setara 25.623,85 m3,

tahun 2024 sejumlah 2.628 batang setara 20.062,32 m3 dan tahun 2025

sejumlah 1 Set sejumlah 222 batang setara 1.688,55 m3:

PT Hanurata Unit Papua Barat telah menerbitkan LHP selama periode audit

dan telah terupload di SIPUHH mencakup :

1) Tahun 2023 periode Bulan Agustus - Desember 2023 sebanyak 33 Set
LHP sejumlah 3.673 batang setara 25.623,85 m3;

2) Tahun 2024 periode Bulan Januari - Desember 2024 sebanyak 18 Set
LHP sejumlah 2.628 batang setara 20.062,32 m3;

3) Tahun 2025 periode Bulan Januari - Februari saat audit 2025 sejumlah 1
Set LHP sejumlah 222 batang setara 1.688,55 m3.

Periode LHP Nomor LHP Volume

]

Btg M3

Sgg;ember 17/LHP-KB/CO-BLOK-UBIA/HNRT-PB/IX/2023 161 | 1.467,46
17/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/IX/2023 25 | 28845
17 A/LHP-KB-PWH/BLOK-UBIA/HNRT- 6 1637
PB/IX/2023 '
17B/LHP-KBS-PWH/BLOK-UBIA/HNRT-

PB/IX/2023 27| 4025
17C/LHP-KBK-PWH/BLOK-UBIA/HNRT-

PB/IX/2023 24 10,57
17 AA/LHP-KB-PWH/BLOK-UBIA/HNRT- 4 1010
PB/IX/2023 '
17BB/LHP-KBS-PWH/BLOK-UBIA/HNRT-

PB/IX/2023 27 34,50
17CC/LHP-KBK-PWH/BLOK-UBIA/HNRT- 1 605
PB/IX/2023 '
17/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/IX/2023 509 | 2.754,20
17 A/LHP-KB-PWH/BLOK-BAHOMIA/HNRT-

PB/IX/2023 49| 241,04
17B/LHP-KBS-PWH/BLOK-BAHOMIA/HNRT-

PB/IX/2023 26 44,88
17C/LHP-KBK-PWH/BLOK-BAHOMIA/HNRT-

PB/IX/2023 108 35,85

Oktober 2023 | 20/LHP-KB/CO-BLOK-UBIA/HNRT-PB/X/2023 234 | 2.741,80
20/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/X/2023 324 | 1.849.21

November 21/KMN/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-

2023 PB/X1/2023 118 | 1.228,93
21/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2023 359 | 4.41584
22/FF/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-

PB/X1/2023 33| 40569
22/KMN/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-

PB/X1/2023 49| 638,52
22/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/X1/2023 408 | 2.131,84
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22AA/LHP-PWH-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-
PB/XI1/2023 21 104,54
22BB/LHP-PWH-KBS/BLOK-BAHOMIA/HNRT- 31 46.85
PB/X1/2023 ’
22CC/LHP-PWH-KBK/BLOK-BAHOMIA/HNRT-
PB/X1/2023 194 60,70
22/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/X1/2023 131 | 1.052,47
22A/LHP-PWH-KB/BLOK-UBIA/HNRT-
PB/X1/2023 12 66,21
22B/LHP-PWH-KBS/BLOK-UBIA/HNRT- 5 311
PB/XI1/2023 ’
22C/LHP-PWH-KBK/BLOK-UBIA/HNRT-
PB/X1/2023 70 1033
22AA/LHP-PWH-KB/BLOK-UBIA/HNRT- 1 62.07
PB/XI1/2023 ’
22BB/LHP-PWH-KB/BLOK-UBIA/HNRT- 4 202
PB/XI1/2023 ’
22CC/LHP-PWH-KB/BLOK-UBIA/HNRT-
PB/XI1/2023 106 16,25

Desember 23/FF/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT- 65 596.66

2023 PB/XI11/2023 ’
23/KMN/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-

PB/XI1/2023 52 542,53
23/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/XI1/2023 244 | 1.269,01
23/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI1/2023 225 | 3.424,35

Juli 2024 14/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/VII/2024 130 772,43

Agustus 2024 | 15/LHP-KB/CO-BLOK-UBIA/HNRT-PB/VIII/2024 77 | 1.153,89
15/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-

PB/VIII/2024 186 | 1.087.25

September 18/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-

2024 PB/IX/2024 170 | 1.011,90
18/LHP-KB/CO-BLOK-UBIA/HNRT-PB/IX/2024 52 469,03
18/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/IX/2024 126 | 1.680,57

Oktober 2024 | 20/LHP-KB/CO-BLOK-UBIA/HNRT-PB/X/2024 53 427,80
20/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/X/2024 90 | 1.108,04
20/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-

PB/X/2024 299 | 1.585,75
20/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/X/2024 103 791,92

November 21/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-

2024 PB/XI/2024 82 454,43
21/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/X1/2024 81 664,68
22/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-

PB/X1/2024 136 608,50
22/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/X|/2024 89 719,39
22/LHP-KB/CO-BLOK-UBIA/HNRT-PB/XI/2024 190 | 1.683,38
22/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/X1/2024 78 825,19
ggzsimber 23/LHP-KB/BLOK-UBIA/HNRT-PB/XII/2024 302 | 2.652,83
23/LHP-KB/BLOK-BAHOMIA/HNRT-PB/XI1/2024 384 | 2.365,34
. 03/LHP-KB/CO-BLOK-BAHOMIA/HNRT-
Februari 2025 PB/I/2025 222 | 1.688,55
6.52 | 47.374,7
Jumlah 3 2
Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada
periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan
LHP telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan yang telah
ditetapkan sebagai berikut :
1) Lokasi TPn Tahun 2024 berdasarkan SK Manager Unit PT Hanurata Unit
Papua Barat No. 13/HNRT-PB-KMN/SK.MU/VIII/2024 tentang Penetapan
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Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan dan TPK Antara PBPH PT
Hanurata Unit Papua Barat tanggal 1 Agustus 2024;

2) Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara adalah sebagai berikut :

Nama TPK Posisi Koordinat Kampung

Km 10 Camp Ubia S 03022 53,7”; E 133° 21’ | Tairi/ Buruway/ Kaimana
05,4”

Km 12 Camp Ubia S 03°23’03,3"; E 133° 19’ | Tairi/ Buruway/ Kaimana
55,4”

Km 19 Camp Ubia S 03023 13,7"; E 133° 16’ | Tairi/ Buruway/ Kaimana
51,3”

Km 22 Camp Ubia S03°21°05,4";, E 133° 17’ | Karas/ Fak Fak
14,1”

Km 32 Camp Ubia S 03°19°08,0”; E 133° 13’ | Tairi/ Buruway/ Kaimana
50,3”

TPK Antara Ubia S 03°18’00,4”; E 133° 28’ | Bahomia/ Kambrau/
46,9” Kaimana

Km 12 Camp S 03°13’27,7”; E 133° 27’ | Rauna/ Kambrau/

Bahomia 30,9” Kaimana

Km 22 Camp S 03°10’57,6”; E 133° 25’ | Karas Fak Fak

Bahomia 02,7

TPK Antara S 03°23’23,9”; E 133° 24’ | Kambrau/ Kaimana

Bahomia 24,0”

Terdapat GANISPH PKB penerbit LHP dan P2 SKSHHK serta P3KB yang
berkompeten sebagai berikut :

Nama Register ATIVEEER) | ) LD Keterangan
n n Berlaku
Ronny 232300087 | 16042302| 1645619356 | 19/03/202 | P2LHP 2023/2024
Djitmau 52 6 86 8
Rodolpo T. 232300092 | 16042303| 1688629328 | 19/03/202 | P3KB 2023/2024
05 8 56 8
Soleman P. 232300087 | 16042303| 1670852404 | 19/03/202 | P2SKSHHK
54 9 34 8 2023/2024
Ahmad 232300087 | 16042302| 1657017646 | 19/03/202 | P2SKSHHK
Musaad 53 5 99 8 2024/2025
Sudar Yulan 232400227 | 16022500| 1685472748 | 29/11/202 | P2LHP 2025
26 1 35 9
Akbar Kadir 232300054 | 16102401| 1630689268 | 22/02/202 | P3KB 2025
65 6 00 8

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang
berada di lokasi PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat yaitu dijumpai
diantaranya :

1) Di Basecamp PT Hanurata Unit Papua Barat dan di Cmp Produksi dalam
Blok RKT terdapat sarana dan prasarana serta operator dan tersedia
jaringan internet Starlink yang dapat digunakan untuk operasional
SIPUHH Online serta penatausahaan hasil hutan lainnya sesuai dengan
simpul PUHH-nya.

2) Operator SIPUHH Online tercatata atas nama Leo Tukan S.Hut. sesuai
dengan keputusan Manager unit PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat
No. SK. 1a/HNRT-PB-KMN/SK.MU/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan
diperbarui sesuai keputusan No. 12/HNRT-PB-KMN/SK.MU/VII1/2024
tanggal 1 Agustus 2024

3) PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki akun SIPUHH Online dan
SIPNBP dan sarana prasarana serta operator yang dapat melakukan
penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH Online.
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Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada TPn Blok RKT 2023 CO dan
RKT 2024 serta di TPK Hutan Blok Ubia dan Blok bahomia terdapat
tumpukan kayu yang sudah di-LHP-kan dan ditandai dengan pemasangan
ID-Barcode pada masing-masing log kayu yang diproduksi Sampling
pengecekan keberadaan kayu di TPK Hutan adalah terdapat penandaan
kayu dengan ID-Barcode serta terdapat kesesuaian nomor dan lokasi kayu.
Selanjutnya juga tidak dijumpai tumpukan kayu yang tercampur antara yang
sudah di LHP-kan dengan yang belum di LHP-kan. Seluruh tumpukan kayu
di lapangan hasil pemanenan kayu tanaman telah di LHP-kan.

2 | Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi
3.1.2.a dokumen angkutan yang sah
Nilai Memenuhi
Ringkasan PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan simpul peredaran hasil
Justifikasi hutan kayu di areal PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat yaitu lokasi TPK

Hutan dan TPK Antara pada Blok Ubia dan pada Blok Bahomia. GanisPH

penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara serta P3KB di TPK Antara

sebagaimana diuraikan pada verifier 3.1.1. di atas.

Pada rentang waktu audit (Agustus 2023 s.d Januari 2025 dan saat audit),

PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan penerbitan dokumen

angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan

untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut :

Blok Ubia

1) Dari TPK Hutan Ubia menuju TPK Antara Ubia sebanyak 564 Set
sejumlah 2.099 batang setara 24.630,20 m3

2) Dari TPK Antara Ubia menuju industri kayu sebanyak 6 Set sejumlah
2.136 batang setara 24.828,55 m3.

Blok Bahomia

1) Dari TPK Hutan Bahomia menuju TPK Antara Bahomia sebanyak 614
Set sejumlah 3.459 batang setara 26.116,81 m3.

2) Dari TPK Antara Bahomia menuju industri kayu sebanyak 8 Set sejumlah
3.468 batang setara 26.211,01 m3.

Mutasi kayu
Blok Ubia
Uraian TPK Hutan TPK Antara
Btg M3 Btg M3
Stok Awal 694 | 8.010,42 66 523,35
Penambahan
- LHP 2.410 23'674’;
- Kayu dari TPK Hutan ke TPK 24.630,2
2.099
Antara 0
- Kayu dari TPK Antara
Pengurangan
- Kayu Keluar dari TPK Htn ke TPK 24.630,2
2.099
Antara 0
- Kayu Keluar dari TPK Antara ke 24.828,5
) 2.136
Industri 5
- DKDS 301 234,10
Stok Akhir 704 | 6.820,25 29 325,00
Blok Bahomia
Uraian TPK Hutan TPK Antara
Btg M3 Btg M3
Stok Awal 773 | 9.602,87 29 271,65
Penambahan
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- LHP 4113 23'700’3
- Kayu dari TPK Hutan 3.459 26'116’?
- Kayu dari TPK Antara
Pengurangan
- Kayu Keluar dari TPK Htn ke TPK 26.116,8
3.459

Antara 1

- Kayu Keluar dari TPK Antara ke 26.211,0
) 3.468

Industri 1
- DKDS 396 354,79
Stok Akhir 1.031 6.831,86 20 177,45

Hasil pengecekan uji silang dokumen SKSHHK dengan dokumen penjualan
kayu/ invoice menunjukkan kesesuaian antara volume yang tercantum pada
dokumen SKSHHK dengan volume penjualan kayu.

Uji petik pengukuran kayu untuk menghitung kesesuaian stok dan
pengukuran volume stok kayu dilakukan di TPK Hutan Blok Ubia
menunjukan bahwa jumlah dan volume kayu sesuai. Hasil Uji petik
pengukuran kayu untuk menghitung kesesuaian stok dilakukan pada 100
batang kayu di TPK Hutan Blok Ubia dengan hasil sebagai berikut :

a) Nomor kayu : SESUAI
b) Jenis Kayu : SESUAI
c) Perbedaan volume 1 1,92% (Berdasar volume LHP 1.075,79 m3,

volume pengukuran 1.055,09 m3, selisih
volume pengukuran 20,70 m3 atau 1,92%)
masih di bawah toleransi 5%.
Uji petik pengukuran kayu untuk menghitung kesesuaian stok dan
pengukuran volume stok kayu dilakukan di TPK Hutan Blok Bahomia
menunjukan bahwa jumlah dan volume kayu sesuai. Hasil Uji petik
pengukuran kayu untuk menghitung kesesuaian stok dilakukan pada 104
batang kayu di TPK Hutan Blok Bahomia dengan hasil sebagai berikut :

a) Nomor kayu : SESUAI
b) Jenis Kayu : SESUAI
c) Perbedaan volume :1,77% (Berdasar volume LHP 766,97 m3,

volume pengukuran 753,43 m3, selisih volume
pengukuran 13,54 m3 atau 1,77%) masih di
bawah toleransi 5%.

3 | Verifier : | Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau
3.13.a hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
Nilai : | Memenuhi
Ringkasan : | PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan kegiatan penatausahaan
Justifikasi kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada

tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut:

a) Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning
yang berisi id barcode.
b) Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa cat
warna putih untuk penandaan Nomor Produksi kayu.
c) Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa Label
warna kuning yang berisi id barcode.
Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca
dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu,
diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Hanurata Unit Papua Barat dapat
ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen
SKSHHK-KB.
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Uji Petik ketelusuran kayu dari SKSHHK Industri dapat ditelusuri sampai ke
tunggul di petak tebangan RKT 2023 dan RKT 2024

4 | Verifier
3.2.1.a

Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar
lunas.

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

Pada periode audit (Agustus 2023 s.d Januari 2025 dan saat audit)
diverifikasi realisasi produksi/ LHP atas pemanenen kayu alam yaitu
sebanyak 6.523 batang setara 47.374,72 m3. Terhadap jumlah volume
tersebut telah diterbitkan kode billing tagihan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) atas kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) secara online melalui Sistem Informasi
PNBP Online (SIPNBP).

Berdasarkan rekapitulasi tagihan PNBP total kewajiban pembayaran PSDH
dan DR atas volume LHP yang diterbitkan sebesar 47.374,72 m3 dengan
PNBP sebagai berikut :

1) Total PNBP PSDH sebesar Rp. 8.686.225.900,00.

2) Total PNBP DR sebesar US$ 505.479,49 dan Rp. 3.745.979.900,-
Seluruh tagihan PNBP PSDH atas hasil pemanenan kayu periode audit telah
dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti Penerimaan
Negara (BPN) PSDH dan DR yang diterbitkan dari SIPNBP dengan transfer
dari Bank Mandiri.

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Hanurata Unit Papua Barat,
diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai
kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan
tidak terdapat tunggakan PNBP.

5 | Verifier
3.3.1.

Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk
sertifikasi awal)

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

a) PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki Sertifikat Pengelolaan
Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor 011.SPHPL.019-IDN dan
Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima
Karya sesuai dengan Surat Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK
Nomor : 10/SL-SVLK/017/HRT/6.2023 tanggal 27 Juni 2023.

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK
Indonesia dengan Nomor : Sustainable PHL-91-01-0001 yang
dibubuhkan pada ID-Barcode pada bontos kayu dan terbubuh pada
dokumen SKSHHK, yang merupakan dokumen pengangkutan kayu dari
TPn/ TPK Hutan sampai dengan tujuan ke industri.

c¢) Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember
2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.
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Prinsip 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1 | Verifier
4.1.1.

Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki Dokumen AMDAL yang
lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Komisi Pusat
Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan surat nomor
No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995 untuk areal seluas 417.570
Ha. Dokumen Amdal telah disusun mengacu pada SK Menteri Kehuatanan
No. 81/Kpts-1I/1994 dengan luas areal 417.570 Ha.

1) Dokumen AMDAL lengkap yang terdiri Ringkasan Eksekutif, Laporan
Utama Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Lampiran
Analisis Dampak Lingkungan yang telah mendapatkan pengesahan oleh
Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat nomor
No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 199 untuk areal seluas
417.570 Ha.

2) Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT Hanurata Unit Papua
Barat yang disusun atas areal seluas 417.570 Ha dan telah disahkan
oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat nomor
No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995

2 | Verifier
4.1.2.a.

Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disusun oleh PT
Hanurata Coy Ltd. Dokumen RKL dan RPL merupakan satu paket dengan
dokumen AMDAL. Dokumen Amdal telah disusun mengacu pada SK
Menteri Kehuatanan No. 81/Kpts-11/1994 dengan luas areal 417.570 Ha.
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Hanurata Coy Ltd telah disetujui oleh
Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan
No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995.

3 | Verifier
4.1.2.b.

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek
fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi
terkait sesuai dengan matrik

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

PT Hanurata Unit Papua Barat telah melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang
tertuang dalam Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
rutin setiap 6 bulan sekali dan selama periode audit laporan yang tersedia
sbb:

1) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester | tahun 2023;

2) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester Il tahun 2023;

3) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester | tahun 2024;

4) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester Il tahun 2024
Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester | dan
Il tahun 2023 dan 2024 telah disampaikan secara langsung kepada Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Provinsi Papua Barat dan disampaikan
secara langsung dengan surat pengantar dan tanga terima dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.
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Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang
dijumpai di lapangan yaitu berupa :

1) Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan
lindung KPPN, Buffer Zone Kawasan Konservasi Insitu Sempadan
Sungai Gusawi dan Sungai Fengge serta penandaan batasnya;

2) Kegiatan pengelolaan berupa pengayaan dan penanaman;

3) Pemasangan plang himbauan/ larangan di kawasan lindung KPPN,
Sempadan Sungai dan Buffer Zone meliputi plang himbauan/
larangan dilarang membakar hutan/ lahan, menebang pohon
dilindungi, dilarang berburu, dan lainnya;

4) Pemantauan curah hujan dengan menggunakan Ombrometer yang
terpasang di Camp Ubia dan Bahomia;

5) Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai di Sungai Gusawi dan
Sungai Fengge.

6) Pemantauan laju erosi dengan metode bak erosi.

7) Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama

rentang waktu audit yaitu berupa program CD dan CSR Perusahaan
kepada masyarakat desa terdampak.

Prinsip 5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
1. | Verifier Pedoman/prosedur K3
51.1.a
Nilai Memenuhi
Ringkasan PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan identifikasi bahaya dan
Justifikasi

pengendalian resiko dalam pencegahan kecelakaan kerja untuk masing-
masing bagian/ departemen mulai dari kegiatan perencanaan sampai
dengan kegiatan pemanenan dan pemuatan kayu berdasarkan dokumen
identifikasi bahaya, penilaian resiko dan peluang Kesehatan & Keselamatan
Kerja.

PT Hanurata Unit Papua Barat telah menyusun dokumen Prosedur (SPO)
K3 sebagai pedoman pelaksanaan K3 di lingkungan kerja.

1. Terdapat dokumen SOP K3 pada PT Hanurata dengan nomor
dokumen HNT/PL/447.02 nomor revisi A/01 tanggal terbit 01
November 2011 dan tanggal revisi 01 April 2022.

2. Terdapat dokumen SOP Prosedur Pelayanan Medis pada PT
Hanurata dengan nomor dokumen HNT/PL/446.22 nomor revisi
A/02 tanggal terbit 5 Januari 2007 dan tanggal revisi 2 Juli 2018.

Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat sesuai dengan SK
No. KEP.566/177/Distransnaker-PB/KW-FF/2018 tanggal 01 Oktober 2018,
dan terdapat perubahan personil sesuai dengan keputusan Manager Unit
No. 3/HNRT-PB-KMN/SK.MU/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

Adapun susunan P2K3 pada PT Hanurata adalah :

1. Ketua :  Untung Kariadi

2. Wakil Ketua : Chris Hanaya Fian

3. Sekretaris : Ade Fajar Prayoga (Ahli K3)

4. Anggota : Manager Camp Ubia dan Bahomia, Asman Camp

Bidang Umum, Bidang Tata Hutan & Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Bidang Pemanfaatan

Hutan dan paramedis Camp
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2. | Verifier : | Ketersediaan peralatan K3
511.b
Nilai : | Memenuhi
Ringkasan : |a) PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki daftar list peralatan Keselamatan
Justifikasi dan Kesehatan Kerja (K3) yang dapat digunakan untuk kegiattan K3 dan

implementasinya di lapangan.

b) Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3
yang dimiliki oleh PT Hanurata Unit Papua Barat, yaitu berupa :

1) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap
bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan
bakar, Gudang spare part dan masih berfungsi.

2) Tersedia APD berupa Helm, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety.
Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah
menggunakan APD tersebut pada saat bekerja walaupun tidak
seluruhnya menggunakan dengan baik.

3) Terdapat pos P3K di basecamp Ubia dan Bahomia dengan
persediaan obat-obatan yang mencukupi termasuk adanya
kunjungan paramedis.

4) Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan
kecelaakaan.

5) Terdapat jalur evakuasi yang dipasang di kantor jika terdapat
keadaan darurat.

6) Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi.

3. | Verifier : | Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
511.c
Nilai : | Memenuhi
Ringkasan : | Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan kerja PT Hanurata Unit Papua Barat
Justifikasi selama periode audit yang disusun setiap bulan dengan melaporkan

kejadian kecelakaan kerja dan dibuat oleh Paramedis diperiksa oleh bagian
HRD, dan diketahui oleh Manager Camp.

Dari dokumen diketahui bahwa selama periode audit pernah tercatat adanya
kejadian kecelakaan kerja sebagai berikut :

1) Kejadian kecelakaan kerja pada tanggal 24 September 2024 atas nama
Adam Oktavianus Awalaa pada bagian produksi yang terhantam kepala
sling pada saat bekerja dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Kaimana.

2) Kejadian kecelakaan kerja pada tanggal 14 Desember 2024 atas nama
Arman Mokodenseho pada bagian produksi yang tertimpa dahan kayu
pada saat bekerja dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Kaimana.

3) Kejadian kecelakaan kerja pada tanggal 8 februari 2025 atas nama
Nanang Mustofa pada bagian peralatan dan mekanik yang terkena
percikan gurinda pada saat bekerja dan telah dirujuk ke Rumah Sakit
Kaimana

Laporan Kecelakaan Kerja telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kab.

Kaimana sesuai dengan tanda terima tanggal 7 Desember 2023, tanggal 14

Maret 2024; tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 17 Februari 2025.

Berdasarkan wawancara dengan penanggungawab K3 disampaikan

beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan

kerja di lingkungan kerja PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat antara lain:
1) Melakukan Induksi K3 kepada setiap pekerja dan tamu dan
pendatang di PT Hanurata Unit Papua Barat
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2) Melaksanakan Breefing K3 sebelum melakukan pekerjaan
3) Pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat.

4) Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan,
masker dan APD lainnya kepada pekerja di lapangan.

5) Pemasangan rambu-rambu Jalan.

6) Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya
rambu jalan.

4. | Verifier
5.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

Di lingkungan karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat
Serikat Pekerja. Terdapat kebijakan perusahaan (PT Hanurata Unit Papua
Barat) yang membolehkan para karyawan jika akan membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.

Terdapat Surat Pernyataan Manager Unit tertanggal 8 Januari 2015 yang
menyatakan bahwa membolehkan para karyawan/karyawati untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Hanurata Unit
Papua Barat (PIC VLK Hutan) diperoleh informasi bahwa mereka
mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang
disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada
karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja
dilingkungan mereka

5. | Verifier
5.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

PT Hanurata Unit Papua Barat tidak memiliki dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara PT Hanurata Unit Papua Barat dengan Serikat
Pekerja, namun PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen
Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2023 - 2025 yang terdiri dari 8
(delapan) BAB dan 33 (tigapuluh tiga) Pasal yang mengatur hubungan kerja
antara perusahaan dengan karyawan.

Dokumen PP diterbitkan pada tanggal 18 September 2023 yang ditanda
tangani oleh PT Hanurata Unit Papua Barat dan Perwakilan Pekerja. Peraturan
Perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Provinsi Papua Barat No. KEP.560/54/PP PT Hanurata/2023 tanggal 18
September 2023 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus
2025.

6. | Verifier
5.2.3

Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Hanurata Unit
Papua Barat periode Januari 2025 dengan total sebanyak 180 orang pada
berbagai jabatan dan penugasan yang terdiri dari :

1) Kantor Kaimana : 20 Orang
2) Camp Industri : 8 Orang
3) Blok | Ubia

a) Bulanan 140 Orang

b) Borongan : 20 Orang

c) Semo Borongan : 6 Orang

d) Harian :4 Orang
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4) Blok Il Bahomia

a) Bulanan : 44 Orang
b) Borongan : 29 Orang
c) SemiBorongan :6 Orang
d) Harian :3 Orang

Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih
di bawah 18 tahun atau masih di bawah umur dan karyawan termuda PT
Hanurata Unit Papua Barat tercatat atas nama Fransiskus Xaverius Sery
dengan jabatan Pembantu Operator Traktor yang lahir di Sofyanin tanggal
23 mei 2005 dan berusia 19 tahun.

Berdasarkan hasil verifikasi Kartu Tanpa Pengenal (KTP) karyawan termuda
atas nama Fransiskus Xaverius Sery yaitu telah sesuai tanggal lahir yang
tercantum di KTP dengan daftar karyawan.
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3. KESIMPULAN AUDIT

1) Pemenuhan terhadap Standar Penilian Kinerja PHL diberikan dengan predikat
SEDANG, Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 74,60% dari nilai maksimum yang
dapat dicapainya dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan
indikatornya sebagai berikut :

INDIKATOR PHL
No. ASPEK Nilai Nilai Nilai
Nomor Kinerja | Kematangan | Maksimum
1.1 BAIK 3 3
1.2 SEDANG 2 3
1, PRASYARAT 1.3 SEDANG 2 3
1.4 BAIK 3 3
15 SEDANG 2 3
2.1 SEDANG 2 3
2.2 SEDANG 2 3
) DRODUKS| 23 SEDANG 2 3
24 SEDANG 2 3
25 SEDANG 2 3
26 SEDANG 2 3
3.1 BAIK 3 3
3.2 SEDANG 2 3
3. EKOLOGI 3.3 SEDANG 2 3
3.4 SEDANG 2 3
3.5 SEDANG 2 3
4.1 SEDANG 2 3
4.2 BAIK 3 3
4. SOSIAL 43 SEDANG 2 3
4.4 SEDANG 2 3
45 BAIK 3 3
Jumlah 47 63
Total Nilai Kinerja Indikator | 470> x;gg:f’NZ”’GO%

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifkasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI,
tidak terdapat verifier penyusun standar yang diterapkan (applicable), baik pada
Prinsip 1, 2, 3, 4 dan 5 yang diberikan nilai Tidak Memenuhi.

3) Berdasarkan poin1) dan 2), maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH PT
Hanurata Unit Papua Barat, LULUS audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) dengan predikat

SEDANG.

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier
penyusun Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG.
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4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Berdasarkan hasil audit penilikan ke-3 PHL tanggal 19 - 27 Februari 2025, LPVI PT
Trustindo Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 15 Maret 2025
kepada PBPH PT Hanurata Unit Papua Barat, bahwa :

1) PT Hanurata Unit Papua Barat dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :
- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 74,60% ; dan
- MEMENUHI Standar VLHH Kayu

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Hanurata Unit Papua Barat dapat
dipertahankan sesuai masa berlaku dengan predikat SEDANG.

74

. LPVIPT Trustindo Prima Karya,

_’ -
Kurnia, IPU
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